
SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIP.

NOMOR 26 TAHUN 2OOB

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES.,\

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ter-tang
Rencana Tata Ruarrg Wilayah Nasional;

Mengingat 1, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
R,rang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Ncmor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725\;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMITRINTAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH NASI f NAL.

BAB I

KETtrNTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah I'lasional yang selanjutnya
drsebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategr
pemanfaatan ruang wilayah negara.

Rualg adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai

i
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satu
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satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan rnakhluk rain
hidup, melakukan kegiata:r, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.

3. Tata ruailg adalah wujud struktur n-lang dan pola ruang.
4. Penataan rua11g adalah suatu sistem proses perencanaan

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif danl? u?u ..pLk
fungsional.

7. wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan
Pepublik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
berdasarkan peraturan perundan g-undangan.

8. Kawasan adalah wilayah yang memitiki fungsi utama lindung
atau budi daya.

9. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

10. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan clengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buar an.

1 1. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya,
baik di ruang darat maupun ruang laut y^rg
pengembangannya diarahkan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan
di sekitarnya.

72. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup
di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan
maup'ln perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan dan pcrrghidupan.

13. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utarr'.a pertanian, termasuk p..rg.lolar., *-b..
daya alarn dengan susr-rnan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

14. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susu.rar, 

-fungsi

kawasan
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kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan
de n distribusi pelayanan jasa pemcrintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.

15. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang
terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sencliri
atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di
sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang
dihubungkan Jengan sistem jaringan prasarana wilayah
yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara
keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

16. l(awasan megalrolitan adalah kawasan yang terbcntuk dari 2
(dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki
hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

17. Kawasan strategis nasional adalan wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,
danlatau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan
sebagai warisan dunia.

18. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang clitetapkan
secara nasional yang digunakan untuk kepentrngan
pertahanan.

19. Prrsat Kegiatan Nasionei yang selanjutnya drsebut pKN
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala ir^ternasional, nasional, atau beberapa
provinsi.

20. Pusat Kegiatan wilayah yang selanjutnya disebut pKW
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk merayani
kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupatenf l<ota.

21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut pKL adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

22. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut
PKSN adalah kaurasan perkotaan yang d, tetapkan untuk
mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

23. wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber.
daya air dalam satu atau lebih daerah ariran sungai
danlatau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau
sarrra dengan 2.OOO km2.

24. Daerah
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24. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu l.esatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, y.rng berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau
atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerarr
perairan yang masiti terpengaruh aktivitas daratan,

25. Ruang terbuka hgau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam.

26 Zona Dkonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut
zEE rndonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan
laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan
urrdang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia
yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di
atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur
ciari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

27. Peraturan zonasi adalah ketenl-uan yang mengatur tentang
persyaratan peinanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannl'a dan disusun untuk setiap blok lzona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang.

28. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indoriesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud undang-Undang Dasar lJegara Republik Indonesia
Tahun 1945.

29. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya
di bidang penataan ruang.

30. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati ata'r walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah,

31. Daerah otonom, selanjutnya disebut caerah, adarah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah
yang berwenang merrgatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
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BAB II

TUJUAN, KtrBIJAKAN, DAN STRATEGI

PENATAAN P.UANG WILAYAH NASIONAL

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional

Pasal 2

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:
a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan;

b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan
buatan;

c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota;

d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara
Kesatuan Repubiik Indonesia'

e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka
pelindu.rgan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

f. pemanfaatan sumber daya alam Se ca.r cr berkelan;utan bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat;

g keseimbangan dan kescrasian perkembangan antarwilayah;
h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
i. pe rtahanan dan keamanan negara yang dinamis serta

integrasi nasional.

Pasal 3

RTRWN menjadi pecloman untuk:
a. penyusunan rencana pembangilnan jangka panjang nasional;
b. penyusr-lnan rencana pembangunan jangka menengah

nasional;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di
wilayah nasional;

d. pewujudan
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d. pewujudar. keterpaduan, keterkaitan,
perkembangan antarwilayah provinsi,
antarsektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang rrntuk investasi;
f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota

Bagian Kedua
Kebijakan da^r strategi Penataan Ruang wirayah Nasional

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan rr.ang wilayah nasional meliputi
kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola
ruang.

lasal 5

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat

pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan
berhierarki; dan

b.peningkatan kualitas dan jangkauan perayanan jaringan
prasarana transpo'tasi, teiekomunikasi, energi, dan sumber
daya air yalrg terpadu dan merata di seluruh wilayah
nasional.

(2) strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan
pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
a. menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara

kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara
kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;

b.mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang
belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;

c. mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan
d.mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan

agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan
wilayah di sel<itarnya.

(3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan
pelayanan jaringan prasarana meliputi:

dan kesei'nbangan
serta keserasian

a. meningkatkan
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a. meningkatkan kualitas
mewujudkan keterpaduan
laut, dan udara;

Jarlngan
pelayanan

dan
darat,

prasarana
transportasi

b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi
t(lrutama di kawasan terisolasi;

c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi
terbarukan dan tak terbarukan secara optimal ...tr.
mewrjudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

d.meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta
mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
dan

e. meningkatkan ja;ingan transmisi dan distribusi minyak dan
gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipri minyak
dan gas bumi nasional yang optimal.

Pasal 6

Kebgakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 meliputi:
a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya;

dan

c. kebijakan dan
nasional.

strategi pengembangan karvasan strategis

Pasal 7

(1) Kebuakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian

lingkungan hidup; dan
fungsi

b.pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

(2) Strategi urrtuk pemeliharaan dan perwujudln kelestarian
fungsi lingkungan hidup meliputi:
a. menetapkan kawasan lindung di ruan3 darat, rrrang laut,

dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
b.mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu

wilayah pulau dengan luas paling sedikit 3b% (tiga puluh
persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi
ekosistemnya; dan

c, mengembalikan
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c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan iindung
yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi
daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara
keseimbangan ekosistem wilayah.

(3) strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusieL
yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidupr
meliputi:

a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan
fungsi lingkungan hidup;

b.melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan
perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh
suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung
perikchidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap
zal, energi, danlatau komponen lain yang dibuang ke
daiamnya;

d.nrencegah terjadinya tindakan i,ang dapat secara rangsung
atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik
Iingkungan )'ang mengakibatkan lingkungan hidup tidak
berfungsi dalam menunjang pembangunan yang
berkelanjutan;

e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini
dan generasi masa depan;

f. mengeiola sumber daya alam tak terb,rukan untuk
menjamin pernanfaatannya secara bijaksana dan sumber
daya alam yang terbarukan untuk menjamrn
kesinambungan ketersediaannya dengan tetap -...r.iihr.udan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
dan

g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya
adaptasi bencana di kar,l,asan rawan h,encana.

Pasal 8

(1) Kebijakan pengembangan kawasan budi dava sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan

antarkegiatan budr daya; dan
b.pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Strategi
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(2) Strategi untuk pcrwujudan dan peningkatan keterpaduan dan

keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:
a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai

strategis nasional untuJ< pemanfaatan sumber oa\/a alam di
ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termas uk ruang
di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan
keseimbanga-r pemanfaatan ruang wilayah;

b.mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam
kawasan beserta prasarana secara sinergis dan
berkelanjutan untuk mendorong pengemuangan
perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;

c' mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang
aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya,
serta ilmu pengetahuan dan teknologi;

d.mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya
pertanian pangan untuk mewujudkar, ketahanan p..rg^.,
nasional;

e. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan
gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan
mewujudkan skala ekonomi; dan

f. mengembangkan kegiatan pengeloraan sumber daya
kelautan yang berniiai ekonomi tinggi di Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI), zona Ekonomi Ekslusif
Indor esia, dan f atau landas kontinen untuk meningkatkan
perekonomian nasional.

(1,) strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatar budi
daya agar tidak melampaui daya dukung d.., daya tampung
lingkun3an meliputi:
a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di

kawasan rawan bencana untuk meminimalkan p-otensi
kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;

b. mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar
dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara
vertikal dan kompak;

c. mengembangk.rn ruang terbuka hjau dengan luas paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasai
perkotaan; dan

d.rnernbatasi pcrkernbangan kawasan terbangun di kawasan
perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan
tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasanperkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan
perdesaan di sekitarnya.

e. mengembangkan
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e. menqembangkan kegiatan budidaya yang dapat
mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Pasal 9

(1) Kebrjaxan pengembangan kawasan strategis nasionar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup untuk mempertahankan dan
meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan
keanekaragaman hayati, mempertahankan dan
meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, rnelestarikan
keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya
nasio:ral;

b. peningkatan fungsi kawasan
keamanan negara;

untuk pertahanan dan

c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam
pengembangan perekonomian nasional yang produktif,
efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian
internasional;

d.pemanfaatan sumber daya alam danlatau teknologi tinggi
secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

e. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;

f. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang
ditetapkan sebagai warisan dunia, cagal biosfer, dan
ramsar; dan

g. pengembangan kawasan tertinggal untuk rengurangi
kesenjangan tingkat perke'mbangan antarkawasan.

(2) strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup meliputi:
a. menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;
b.mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional

yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
c. memhatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis

nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung
kawasan;

d,membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam
dan r1i sekitar kawasan strategis nasional yang dapat
memicu perkembangan kegiatan budi d,tya;

e. mengembangkan
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e. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di
sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai
zona penyangga yang memrsahkan kawasan lindung dengan
kawasan budi daya terbangun; dan

f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun
akib.rt dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di
dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.

(3) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk
pertahanan dan keamanan negara meliputi:
a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi

khusrts pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di
dala:n dan d: sekitar kawasan strategis nasional untuk
menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

c. mengembangkan kau,asan lindung danlatau kawasan budi
daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional
sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan
strategis nasional dengan kawasan budr daya terbangun.

(4) strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi
kawasan dalam penge mbangan perekonomian nasionar
meliputi:

a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi
sumber d^yu. alam dan kegiatan budi daya unggulan
sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;

b.menciptakan iklim investasi yang kondusif;
c. mengelola pemanfaatan sr_lmber daya alam agar tidak

melampaui daya dukung dan daya tampung karx,asan;

d.mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak
menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi
karvasan;

e. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang

kegiatan ekonomi.

(5) Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam d.anlatau
teknologi tinggi secara optimal meliputi:
a' mengembangkan kegiatan perrunjang dan,/atau kegiatan

turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknoiogi
tinggi;

b. meningkatkan . .
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b.menirrgkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber
daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegir,tan penunjang
dan/atau turunannya; dan

c. mencegah dampak negatif pemanfaata-r sumber daya alam
danlatau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan
hidup, dan keselamatan masyarakat.

(6) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya
bangsa meliputi:

a. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya
yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;

k . mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam
kehidupan masyarakat; darr

c. melestarikan situs warisan budaya bangsa.

(7) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan
yang drtetapkan sebagai warisan dunia meliputi:

a. melestarikan keaslian fisik sert:r mempertahankan
keseimbangan ekosistemnya;

b. meningkatkan kepariwisataan nasional;

c. meng3mbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

d. melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.

(8) Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal meliputi:

a. memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan
berkelaniutan;

b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara
kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;

c. mengembangkan prasarana dan sarana penunJang kegia,-an
ekonomi masyarakat;

d. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
dan

e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber dava manusia
dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

BAB III
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BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal I 0

(1) Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi:
a. sistem perkotaan nasional;

b. sistem jaringan transportasi nasional;
c. sistem jaringan energi nasional;

d. sistem jaringan telekomunikasi uasional; dan

e. sistem jaringan s,rmber daya air.
(2) Rencana struktur ruang wilayah nasional digambarkan dalam

peta dengan tingkat ketelitian 1:1.000.00C sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pt'rkotaan Nasional

Pasal 1 1

(1) Sistem perkctaan nasional terdiri atas PKN, pKW, dan pKL.

(2) PKN dan PKW tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan pemerintah ini.

(3) PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang wilayah Provinsi berdasarkan usulan pemerintah
kabupaten f kota, setelah dikonsultasikan rtengan Menteri.

Pasal 12

PKN, PKW, dan PKL dapat berupa:

a. kawasan megapolitan;

b. kawasz.n metropolitan;
c. kawasan perkotaan besar;

d. kawasan pcrkotaan sedang; atau
e. kawasan perkotaan kecil.

Pasal 13
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Pasal 13

(1) Selain sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dikembangkan plisN untuk
mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara.

(2) Kawasan yang ditetapkan sebagai PKSN tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 14

(1) PKN sebagaimana dimaksud dalam
ditetapkan dengan kriteria:

Pasal 11 ayat (1)

a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
simpul utarna kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang
menuju kawasan internasional;

b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang
melayani beberapa provinsi; dan/atau

c. l<awasan perkotaan yallg berfungsi atau berpotensi sebagai
simpul utama transportasi skala nasional atau melayani
beberapa provinsi.

(2) PKW sebagaimana dimaksud dalam pasal
ditetapkan dengan kriteria:

11 ayat (1)

a. kawasan perkota.rn yang berfungsi atau berpotensi sebagai
simpul }<edua kegiatan ekspor-impor yang mendukung
PKN;

b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sehagai
pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala
provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau

c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
simpul transportasi yan,g melayani skala provinsi atau
beberapa kabupaten.

(3) PKL sebagaimana dimaksud dalam
ditetapkan dengan kriteria:

Pasal 11 ayat (1)

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagar
pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani st<ata
kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/4tau
kawe.san perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai
simp'rl transportasi yang melayani skala kabupaten atau
beberapa kecamatan.

a

b

Pasal 15
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Pasal 15

PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan
dengan kriteria:

a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan
lintas batas dengan negara tetangga;

b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang
internz-sional yang menghubungkan dengan negara tetangga;

c. pusat perkotaan yang merupakan simpr-rl utama transportasi
yar,g menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau

d. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan
ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di
sekitarrrva.

Pasal 16

(1) Kawasan megapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a mcrupakan kawasan yang ditetapkan dengan kriteria
memiiiki 2 (dua) atau iebih kawasan me tropolitan yang
mempunyai hubungan fungsional dan membentuk sebuah
sistem.

(2) Kawasan metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan
dengan kriteria:

a. memiliki jun-rlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu
juta) jiu'a;

b. terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa
kar,l,asan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu
kesatuan pusat perkotaan; dan

c. terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkc,rtaan dalam
satu sistem metropolitan.

(3) Kau,'asan perkotaan besar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf c merupakan kawasan perkotaan yang
ditetapkan dengan kriteria jumlah pcnduduk lebil-r dari
5C0.000 (lima ratus ribu) jiu,a.

(4) Kawasan perkotaan sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf d merupakan kawasan perkotaan yang
ditetapkan dengar kriteria jumlah penduduk rebih dari
100.000 (seratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus
ribu) jiwa.

(5) Karvasan
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(5) Kawasan perkotaan kecil sebagaimana dimaksud clalam pasal
12 huruf e merupakan kawasan perkotaan yang clitetapkan
dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 50.000 lti-.puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu).;i,va.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal i7
(1) sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1O ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.

(2) Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas jaringan jalan
nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi
sungai, danau, dan penyeberangan,

(3) Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan
kepelabuhanan dan alur pelayaran.

(4) Sistem jaringan transportasi udara r-:r'diri atas tatanan
kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbargan.

Pasal 18

(1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud clalam pasal
17 ayat (2) terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan
jalan kolektor pr'imer, jaringan jalan strategis nasionar, Jrr-,
jalan tol.

(2) Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus
dan berhierarki berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk
menghubungkan:

a. antar-PI(N;

b.antara PKN dan pKW; dan/atau
c. PKN danlatau PKw dengan bandar udara pusat penyebaran

skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan peiabuhan
internasi onalr / nasional.

(3) Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk
menghubungkan antar-pKW dan antara pKW dan pkl.

(4) Jaringan .
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(4) Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk

menghubungkan:

a. antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara;

b. antara PKSN dan pusat kegiatan lair:nya; dan
c. PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.

(5) Jalan tol dikenrbangkan untuk mempercepat perwujudan
jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan
jalan nasional.

(6) Jaringan jalan bebas harrbatan tercantum dalam r.ampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Deraturan
Pemerir-rtah ini.

Pasal 19

(1) Jaringan jalan nasionai sebagaimana dimaksud dalam pasal
18 ayat (1) mencakup pula jembatan atau terowongan
antarpulau serta jembatan atau terowongan antarnegara.

(2) Jembat:n atau terowongan antarpulau dikembangkan untuk
menghubungkan arus lalu lintas antarpulau.

(3) Jembatan atau terowonga.r antarnegara dikernbangkan untuk
menghubungkan arus lalu lintas dengan -regara tetangga.

Pasal 20

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
ayat (2) terdiri atas:

a. jaringan jalur kereta api umum; dan

b. jaringan jalur kereta api khusus.

Pasal 21

(1) Jaringan jalur kercta api umum terdiri atas:

a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan

b.jz.ringan jalur l<ereta api perkotaan.

(2) Jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan untuk
m:nghubungkan:
a. PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga;
b. antar-PKN;

c. PKW dengan PKN; atau

d. antar-PKW
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d, antar-PKW.

(3) Jaringa,r jalur kereta api perkotaan dikembangkan untuk:
a. menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara

pusat penyebaran skala pelayanan
primer/ sekunder/tersier dan pelabuhan
internasi onal I na sional; dan

b. mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan.

(4) Jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan beserta
prioritas p engembangannya ditetapkan oleh menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

Pasal 22

(1)Jaringan jalur kereta apr khusus dikembangkan oleh badan
usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan
usaha tersebut.

(2) Jaringan jalu.r kereta api khusus dapat disambungkan
dengan jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur
kereta z.pi lchusus lainnya sesuai dengan ketentuan perattrran
perundang-undangan.

(3) Jaringan jalur kereta api khusus ditetapkan o,leh pemerintah,
per,rerintah provinsi, atau pemerintah kabupatenf k,-lta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Jaringan transporlasi sungai dan danau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas:

a. pelabuhan sungai dan pelabuhan danau; dan

b. alur pelavaran untuk kegiatan angkutan sungai dan alur
pelayaran untuk kegiatan angkutan danau.

(2) Pelabuhan dan alur pelayaran sungai rlan danau beserta
prioritas pengernbangannya ditetapkan oleh menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi sungai
dan danau.

Pasal 24
(1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas pelabuhan penyeberangan
dan lintas penyeberangan.

(2) Pelabuhan
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(2) Pelabuhan penyeberangan terdiri atas:

a. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi dan
antarnegara;

b. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota;
dan

c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
(3) Lintas penyeberangan terdiri atas:

a. lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan
antarjaringan jalan nasional dan artarjaringan jalur kereta
api antarprovinsi;

b. lintas penyeberangan antar negara yang menghubungkan
antarjaringan jalan pada kawasan perhatasan;

c. lintas penyeberangan lintas kabupatenfkota yang
menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan
jalur kereta api dalam provinsi; dan

d. lintas pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota
yang menghubun gkan antarjaringan jalan kabr_rpaten/kota
dan jaringan jalur kereta api dalam kabupaten/kota.

(4) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
membentuk jaringan penyeberangan sabuk utara, sabuk
tengah, sabuk selatan, dan penghubung sabuk dalan^ wilayah
nasionel.

(5)Lintas penyeberangan beserta prioritas pengembangannya
ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang transportasi penyeberangan.

Pasal 25

Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 17
ayat (3) terdiri atas:

a. pelabuhan umum; dan

b. pelabuhan khusus.

Pasal 26

(1) Pelabuhan umum terdiri atas pelahuhan internasional hub,
pelabuhan internz.sional, pelabuhan nasional, pelabuhan
regional, dan pelabuhan lokal.

(2) Pelabuhan internasional hub dan
dikembangkan untuk:

pelabuhan internasional

a. melayani
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a. nrelayani kegiatan peli.ryaran dan alih muat pcti kemas
angkutan laut nasional dan internasional dala'n jumlah
besar;

b.menjangkau',vilayah pelayanan sangat luas; dan
c. me njadi simpul jaringan transportasi laut internasional.

(3) Pelabuhan nasional dikembangkan untuk:
a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas

angkutan laut nasional dan .nternasional dalam jumlah
menengah;

b. menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan

c. merniliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut
nasional.

(4) Pelabuhan regional dikembangkan untuk:
a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laur

nasional dan regional, pelayaran ralqrat, angkutan sungai,
dan angkutan perintis dalam jumlah menengah; dan

b. menjangkau wilayah pelayanan menengah.

(5) Pelabuhan lokal dikembangkan untuk:
a. melayani kegiatan pelayaran dan aiih muat angkutan laut

lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan
angkutan perintis dalam lumlah kecil; dan

b. menjangkau wilayah pelayanan terbat;s.
(6) Pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional tercantum

dalam Lampiran IV yang merupal<an bagian tidak terpisahkan
dari Peratururn Pemerintah ini.

Pasal 27

(1) Pelabuhan khusus dikembangkan untuk menunjang
pengembangan keg,atan atau fungsi tertentu.

(2) Pelabuhan khusus dapat dialihkan fungsinya menjadi
pelabu--ran umum dengan'nemperhatikan sistem transportasi
laut.

(3) Pelabuhan khusus ditetapkan oleh menteri yang tugas dan
tanggung jaivabnya di bidang transportasi laut setelah
mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

Pasal 28
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Pasal 28

(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1,7 ayat
(3) terdiri atas alur pela.yaran internasional dan alur pelayar.an
nasional.

(2) Alur pelayaran internasional terdiri atas:

a. Alur Lar-rt Kepulauan Indonesia;

b.jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan
internasional hub dan pelabuhan internasional; dan

c. jaringan pelayaran yang menghubungkar, antara
pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional
dengan pelabuhan internasional di negara ll in.

(3) Alur pelayaran nasional terdiri atas:

a. alur pelavaran yang menghubungkan pelabuhan nasional
dengan pelabuhan internasional atau pelabuhan
internasional hub;

b..rlur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan
nasional;

c. alur pelayaran yang m;nghubungkan antara pelabuhan
nasional dan pelabuhan regional; dan

d. alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan
regional.

(a) Alur pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan kriteria
yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang-
undangan.

(5) Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh menteri yang tugas
dan tanggung jawa'rnya di bidang transportasi laut.

Pasal 29

Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 a5at (4) terdiri atas:

a. bandar udara umum; dan

b. bandarrdara khusus.

Pasal 30
(1) Bandar udara umum terdiri atas:

a. bandar udara pusat p:nyebaran skala pelayanan prirner;
b.bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder;

c. bandar udara
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c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier;
dan

d.bandar udara bukan pusat penyebaran
(2) Bandar udara pusat penyebaran skaia pelayanan primer,

bandar udara pusat penyebaran skala perayanan sekunder,
dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier
te:cantum calam Lampiran v yeing merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan pemerintah ini.

Pasal 31

Bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang
pengembanga.r kegiatan tertentu dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan di bidang kebandarudaraan.

Pasal 32

(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayaL (4) terdiri aLas:

a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan
langsung untuk kegiatan bandar udara;

b.ruang udara ii sekitar bandar udara yang dipergunakan
untuk operasi penerbangan; dan

c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(2) Ru"rng udara untuk penerbangan dimanfaatkar. dengan

mempertimbangkan pemanfaatan ruang uda,.a bagi
pertal-ranan dan keanranan negara.

(3) Ruang udara untuk penerbangar: diatur sesr-,ai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1)Jaringan jalan artcri primer sebagaimana dimaksud calarn
Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a. menghubungkan antar-pKN, antara pKN dan pKW,

dan/atau PKN/PKw dengan bandar udara pusat
penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tcrsier dan
pelabuhan internasional / riasional;

b. berupa jalan umum yang mela5,2n1 angkutan utama;
c. melayani perjalar-an jarak jauh;

d. memungkinkan
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d.memungkinkan untuk lalu lintas dengan l.-ecepatan rata-
rata tinggi; dan

e. membatasi jumlah jalan masuk secara lterdaya guna.
(2) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (r) ditetapkan dengan kriteria:
a. menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL;

b.berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutar
pengumpul atau pembagi;

c. melayani per;alanan jarak sedang;

d.memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-
rata s:dang; Can

e. membatasi jumlah jalan masuk.

(3) Kriteria jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan to1
sebagaimar-ra dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan
ses-rai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Jaringan jalur kereta api antarl<ota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria
mengh.rbungkar, antara PKN dan pusat kegiatan di negara
tetangga, antar-Pl{N, PKW dengan PKN, atau antar-PKW.

(2) Jaringan jalr-rr kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dengarr kriteria
menghubungkan kawasar perkotaan dengan bandar udara
pusat penyebaran skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier
dan pelabuhan internasional/nasional atau mendukung
aksesibilitas di kawasan perkotaan metropolitan.

(3) Kriteria teknis jaringan jalur kereta api antarkota dan
perkotaan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidairg perkeretaapian.

Pasal 35

(1) Pelabuhan sungai dan pelabuhan danau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
kriteria:
a. berdekatan dengar kawasan permukiman penduduk;
b. terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi darat

lainnya; dan

c. berada di luar ka-.vasan lindung.

(2) Pelabuhan
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(2) Pelabulran penveberangan sebagaimana dimaksud rlalam
Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a. berada di lokasi yang menghubungkan dengan pelabuhan

penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki
nilai ekonomis; dan

b, berada di lu rr kar,n,asan lindung.
(3) Kiteria teknis pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan

drtetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 36

(1) Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l) ditetapkan
dengan kriteria:

a. berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan
Indonesia dan I atau jalur pelayaran internasional;

b.ber.larak paling jauh 500 (lima ratus) mil dari Alur Laut
Kepulauan Indonesia atau jalur pelayaran internasional;

c. bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan pKN
dalam sistem transportasi antarnegara;

C. berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan
prodr-.ksi kawasan andalan ke pasar internasional;

e. berada di luar kawasan lindung; dan

f. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling
sedikit 12 (dua belas) meter untuk pelabuhan internasional
hub dan 9 (sembilan) meter untuk pelabuhan internasional.

(2) Pelabuhan nasional sebagaimana dimaksud dalarn pasal 26
ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a. merupaka'r bagian dari prasarana penunjang fungsi

pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarprovinsi;
b.berfungsi sebaga; simpul pendukung pemasaran produk

kawasan anda,an ke pasar nasional;
c. memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil

dan kau,asan andalan laut, termasuk nengembangan
kawasan tertinggal;

cl.berada clt luar kawasan Lndung; dan
e. berada pada perairan yang merniliki kedaraman pahng

sedikit 9 (sembilan) meter.

(3) Pelabuhan
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(3) Pelabuhan regional sebagaimana dimaksud dalam pasal 26
ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan bagian dari prasarana pen,rnjang fungsi

pelal,anan PI.:N atau PKW dalam sistem transportasi
antarprovinsi;

b, berfungsi sebagai simpul pendukung pemas?.ran procluk
kawasan andalan ke pasar regional;

c. memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan
laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil,
ternrasuk pengembangan kawasan tertinggal;

d.berada di luar kawasan lindung; dan

e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling
sedikit 4 (empat) meter.

(4) Pelabuhan lokal sebagaimana dimaksud dala:n Pasal 26 ayaL
(1) Citetapkan dengan krit:ria:
a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi

pelavanan PKW atau PKL dalam sistem transportasi
antarkabupaten/ kota dalam satu orovinsi;

b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk
karvasan budi daya di sekitarnya ke pasar lokal;

c. berada di luar kawasan lindung;

d. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling
sedik^t 1,5 (satu setengah) meter; dan

e. dapat melayani pelayaran rakyat.

(5) Kriteria teknis pelabuhan internasional irub, pelabuhan
internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan
pelabuhan lokal di.etapkan oleh menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

Pasal 37

(1) Bandar udara pusat penyebaran skala
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30
ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan bagian dari prasarana

pelayanan PKN; dan

pelayanan primer
ayat (1) huruf a

penunjang fungsi

b'mela'rani penumpang dengan jumlah paling sedikit
5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

(2) Bandar udara
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(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b
ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi

pelayanan PKN; dan

b.melayani penumpang dengan jumlah antara 1.OOO.O00
(satu juta) sampai dengan 5.000.000 (i.ma juta) orang per
tahun.

(3) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c
ditetapkan dengan kriteria:
a, merupakan bagien dari prasarana penunjang fungsi

pelayanan PKN atau PKW terdekat; dan

b.melayani penumDang dengan jumlah antara 500.000 (lima
ratus ribu) sarnpai dengan 1.000.000 (satu juta) orang per
tahun.

(4) Kriteria teknis bandar udara pusat penyebaran skala
pelayanan primer, bandar udara pusat penyebaran skala
pelayanan sekunder, dan bandar udara pusat penyebaran
skala pelayanan tersier ditetapkan oleh menteri yang tugas
dan tanggung jawabnya di bidang transportasi udara.

Bagian Keempat

Sistem Jar rngan Energi Nasional

Pasal 38

Sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksrrd dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan

c. jaringan transmisi tenaga listrik,

Pasal 39

(1) Jaringan pipa minyak dan gas burni dikembangkan untuk:
a. menyalurkan minyak d an gas bumi dari fasilitas produksi

ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau
b. menyaiurkan minyak dari gas bumi dari kilang pengolahan

atau tempat penyimpanan ke konsumen.

(2) Jaringan
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(2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta prioritas
pengembangannya citetapkan oreh menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 40

Pembangkit tenaga listrik dikembangkan untuk ;nemenuhi
penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu
mendukung kegiatan perekonomian.

PRESODEN
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Pasal 4 1

Jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk
menvalurkan tenaga listrik antarsistem yang menggunakan
kawat saluran udara, kaber bawah tanah, atau kabel bawlh laut.

Pasal 42

Sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenagalistrik, dan jaringan transmisi tenaga listr il< ditetapkan otJrr
menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi.

Pasal 43

(1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 l-rurul a ditetapkan dengan kriteria:
a- adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fas,litas

pengolahan dan f atau penyimpanan, dan konsumen yang
terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan

b. berfungsi sebagai pendukung sistem
nasional.

pasokan energi

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimar:a dimaksud dalam pasal
38 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk

kepentingan urnum di kawasan perkoiaan, perdesaan
hingga kawasarr terisolasi;

b. mendukung pengembangan kawasan perd.esaan, pulau-
pulau kecil, dan kawasan terisolasi;

c. mendukr:ng pernanfaatan teknologi baru untuk
menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi
kr:tergantungan terhadair energi tak ierba.ukr.r;

d. berada pada kawasan dan/atau d; luar kawasan yang
memiliki potensi sumber daya energi; dan

e. berada
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e' berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain
dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.

(3) Jaringan transnrisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk

kepentingan umum di kawasan p.ikotrr., hingga
perdesaan;

b. mendukung peng:mbangan kawasan perdesaan, pulau_
pulau kecil, dan kawasan terisolasi;

c. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut,
hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;

d. berada pada lokasi yang aman terhadap kegratan lain
dengan memperhatikan persyaratan ruang bebai dan jarak
aman;

e. merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat
saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah;
dan

f. menyalurka. tenaga listrik berkapasitas beserr dengan
tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo volt.

Pasal 44

Kriteria teknis jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit
tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik sibagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan oleh menteri yang tugas
dan tanggu'rg jawabnya di bidang energi.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 45

Sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 a1,21 (1) huruf d terdiri atas:
a. jaringan terestrial; dan

b. jaringan satelit.

Pas.rl 46
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Pasat 46

(1) Jaringan terestrial dikembangkan secara berkesinambungan
untuk menyediakarr pelayanan telekomunikasi di seluiuh
wilayah nasional

(2) Jaringan satelit cikembangkan untuk melengkapi sistem
jaringan te'ekomunikasi nasional melalui satelii komunikasi
dan stasiun bumi.

(3) Jaringan terestrial dan satelit beserta prioritas
pengembangann)ra ditetapkan oleh menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

Pasal 47

(1) Jaringan terestrial ditetapkan dengan kriteria:
a. menghubungkan antarpusat perkotaan nasional;
b.menghubungkan pusat perkotaan nasional dengan pusat

kegiatan di negara lain;

c. mcndukung pengemban[an kawasan andalan; atat
d.mendukung kegiatan berskala internasional.

(2) Jaringan satelit ditetapkan dengan kriteria ketersediaan orbit
satelit dan frekuensi radio yang telah terdaftar pada
Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

(3) Kriteria teknis jarrngan terestrial dan jaringan satelit
ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jlwabnya di
bidang telekomunikasi.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 48

(1) sistem jaringan srtmber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e merupakan sistem sumber
daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah.

(2) wiiayah sungai meliputi wilayah sungai lintas negara, wilayah
sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional.

(3) cekungan air tanah rneliputi cekungan air tanah lintas negara
dan lintas provinsi.

(a) Wilayah
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(4) Wilayah sungai tercantum
merupakan bagian tidak
Pemerintah ini.

dalam Lampiran
terpisahkan dari

VI yang
Peraturan

(5) Arahan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai lintas
negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai
strategis nasional memperhatikan pola pengelolaan 

"r-6..daya air.

(6) Pola pengelolaan sumber daya air ditetapkan dengan
peraturan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang sumber daya air.

Pasal 49

(1) wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas negara
ditetapkan dengan kriteria melayani kawasan perbatian
negara atau melintasi batas negara.

(2) wilayah sur-rgai dan cekungan air tanah lintas provinsi
ditetapkan dengan 'rriteria melintasi dua atau lebih provinsi.

(3) wilayah sungai strategis nasional ditetapkan dengan kriteria:
a. melayani kawasan strategis nasional, pKN, atau kawasan

andalan;

b. melayani paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya
lebih besar atau sanra dengan 10.000 (sepuluh ribu)
hektar; dan/atau

c. memiliki dampak negatif akibat daya rusak air terhaciap
pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkarr tingkat
kerugian ekonomi paling sedikit lo/o (satu persen) dari
prodr,k domestik regional bruto (pDRB) provinsi.

BAB IV
RENCANA POLA RUAI,IG WILAYAH NASIONAL

Bagizn Kesatu

Umum

Pasal 5O

(1) Rencana pola ruang v,zilayah nasional terdiri atas:
a. kawasan lindung nasional; dan
b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional

(2) Rencana
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(2) Rencana pola ruang wilayah nasionai digambarkan darampeta dengan tingkat ketelitian t:t.ooo.0oo sebagaimana
tercantum dalarn Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan per:rerintah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung Nasional

Paragr:if 1

Jenis dan Sebaran Kawasan Lindung Nasional

Pasal 51

Kawasan lindung nasional terdiri atas:
a kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawa.hannya;

b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. l:au,asan lindung geologi; dan
f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 52

(1) Kawasan yang rr.emberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya t:rdiri atas:

a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan bergambut; dan

c. kawasan resapan air.
(2) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

a. sempadan pantai;
b. sempadan sungai;

c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
d. ruang terbuka hijau kota.

(3) Ka"l'asan suaka alam, perestarian alam, dan ca3ar budaya,
terdiri atas:

a. ka'uvasan suaka alam;

b. <awasan
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b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
c, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
d. cagar alam dan cagar alam laut;
e. kau'asan pantai berhutan bakau;
f. taman nasional dan taman nasional laut;
g. taman hutan raya;
h. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(4) Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:
a. kar.l,asan rawan tanah longsor;

b. karr"'asan ra\\,'an geiombang pasang; clan

c. ka'uvasan rawan ban;ir.
(5) Kawasan lindung geologi terdiri atas:

a. kawasan cagar alam geologi;

b. kawasan rawan bencana alz.m geologi; dan
c. kawasan yang me'nberikan perlindungan terhadap air

tanah.

(6) Kawasan lindung lainnya terdiri atas:

a. cagar biosfer;

b. ramsar;

c. taman buru;
d, kawasan perlindungan plasma nutfah;
e. kawasan pengungsian satwa;

f. terumbu karang; dan

g' kawasan koridor bagi jenis sa,wa atau biota laut yang
dilindungi.

Pasal 53

(1) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 avaL (5) huruf a terdiri atas:

a. kawasan keunikan batuan dan fosil;
b. kawasan keunikan bentang alam; dan
c. kawasan keunikan proses geologi.

(2) Kawasan
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(2) Kawasan rawan bencana aiam geolog, sebagaimana dimaksud
dalain Pasal 52 ayaL (5) huruf b terdiri atas:
a. kar.l,asan rawan letusan gunung berapi;
b. kawasan rawan gempa bunti;
c. karvasan rawan gerakan tanah;
d. kau,asan yang terletak di zona patahan aktif;
e. ka'ul,asan ra\\'an tsunami;

f, kau,asan rawan abrasi; dan
g. l:awasan rawan bahaya gas beracun.

(3) Kawasan yang merr,beri<an perlindungan terhadap air tanah
sebagaimana dimaksud dalam pasal s2 ayat (5) huiuf c terdiri
atas:

a. kar,r,asan imbuhan air tanah; dan
b. sempadan mata air.

Pasal 54

(1) Sebarar-r karvasan lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (3) dan ayat (6), serta pasal 53 a-.at (1) dengan
ruas paling sedikit 1.o00 (seribu) hektar tercarrtum dalam
Lampiran vIII yang merupakan bag-an tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

(2) Sebaran kar,','asan lindung sebagaimana dimakstrd dalam
Pasal 52 ayat (3) dan ayat (6), serta pasal 53 ayat (1) dengan
luas kurang dari 1.000 (seribu) hektar dan sebaran kawasan
lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal s2 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (4), serLa pasal 53 ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan per -rndang-
undangan,

Paragraf 2

Kriteria Kawasan Lirrdung Nasional

Pasal 55

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pz.sal
52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis

tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil pert<ahan

bobotnya
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bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau
lebih;

b'kawasan hutan yang mempunyai kemiringan iereng paring
sedikit 4Oo/o (empat puluh persen); atau

c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit
2.OOO (dua ribu) meter di atas permukaan laut.

(2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 52
ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu ,rr.rg""i atau
rawa,

(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 52ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang
nempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujai
dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Pasal 56

(1) Sempadan pantai sebagaimana,limaksud dalam pasal s2 ayat
(2) l,uruf a ditetapkan dengan kriteria:
a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit

100 /seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke
arah darat; atau

b. claratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi
fisik pantainya curam atau tirjal dengan jarak
proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

(2) sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal s2
ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a' daratan sgpanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar

paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tang[ul sebe-iah luar;
b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak hertanggul di

luar kawasan permukiman dengan rebar paring sec.iif, too
(seratus) meter dari tepi sungai; dan

c' daratan sepanjang tepian anak sungai tidak hertanggul diluar kawasan permukiman dengan rebar paring seallit so
(lima puluh) meter dari tepi sungai.

(3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 rryat (2) huruf c ditetapk.., I..rgr,n kriteria:
a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai

dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau
atau rvaduk tertinggi; atau

b. daratan
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b' daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang
lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi 

-fisik

danau atau waduk.
(4) Ruang terbuka hgau kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima

ratus) meter persegi;

b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau
kc.,mbinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan

c. didominasi komunitas tumbuhan.

Pasal 57

(1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 52
ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a. kawasan yang memiliki keanel;aragaman biota, ekosistem,

serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat
malrpun di perairan; dan/atau

b. mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan
keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan
keunikan alam yang terdapat di dalamnya.

(2) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana
dimiiksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan
kriter ia:

z. memiliki ekosistem khas, baik
perairan lainnya; dan

di lautan maupun di

b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau
perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa.

(3) Sual<a margasatwa dan suaka margasatrx,a laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c ditetapkar. dengan
kriteria:

a. merupakan tempat hidup dan perkembangtiakan dari
suatu jenis satwa yang perlu dilakuk.rn upaya
konservasinya;

b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran

tertentu; atau
d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang

bersangkutan.

(4) Cagar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

(4) cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
a. memilikr keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe

ekosisternnya;

b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit
penyusunnya;

c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang
masih asli atau belum diganggu manusia;

d. n^emiliki luas dan bentuk tertentu; atau
e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di

suatu daerah serta keberadaa.orr/& memerlukan
konservasi.

(5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e ditetapkan dengan kriteria
koridor di scpanjang pantai den3an lebar paring sedikit 130
(seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang
tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut
terendah ke arah darat.

(6) Taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f ditetapkan dengan
kriteria:

a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan
dan satwa )rang beragam;

b.merniliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan
proses ekologi secara alami;

c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik
berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan
ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;

d.memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di
dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah
baik oleh eksploitasi marrpun pendudukan manusia; dan

e, me-niliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan
sebagai pariwisata alam,

(7) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam pasal s2
ayat i3) huruf g ditetapkan dengan kriteria:
e . berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan

dan/atau satwa yang beragam;

b.memiliki ar sitektur bentang alam yang baik;
c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;

d. merupakan
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d.merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun
brratan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh
m€-upun kawasan yang sudah berubah;

,:. memiliki keindahan alam dan latau gejala alam; dan

f. memiliki iuas yang memungkinkan untuk pengembangan
koleksi tr^mbuhan danlatau satwa jenis asli dan/atau
bukan asli.

(8) Taman wisata alam dan taman wisata alam larrt- sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf h ditetapkan dengan
kriteria:

a. memiliki dayr, tarik alam berupa tumbuhan, satwa dar-r
ekosistemnya yang masih asli serta forr.rasi geologi yang
indah, unik, dan langka;

b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;

c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian
sumber daya alar-r hayati dan ekosistemnya untuk
dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan

d.kondisi lingkungan di sekitarrya mendukung upaya
pengembangan kegiatan wisata alam.

(9) Kar,r,asan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf i ditetapkan lengan
kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi
yang dimanfaatkan untuk pengembangan i'mu pengetahuan.

Pasal 58

(1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (4 ) huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan
berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material
pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah,
atau material campuran

(2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 52 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan kriteria
kawasan sekitar pantai yang rawan terlradap gelombang
pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100
kilometer per jam yang tirnbul akibat angin kencang atau
gravitasi bulan atau matahari.

(3) Kawasan ra\/an banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (4) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang
diidentifikasikar. sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami
bencana alam banjir.

Pasal 59
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Pasal 59

(1) cagar biosfer sebagaimana dimaksud dalam pasal s2 ayat (6)
huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami,

kawasan yang sudah mengalami degradasi, mengalzrmi
modifikasi, at,ru kawasan binaan;

b.memiliki komunitas alam yang unik, langka, dan indah;

c. merupakan bentang alam yang cukup luas yang
mencerminkan interaksi antara komunitas alam dengan
manusia beserta kegiatannya secara harmonis; atau

d.berupa ternpat bagi pemantauan perubahan ekologi melalui
penelitian dan pendidikan.

(2) Ramsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf
b ditetapkan dengan kriteria:
,r. berupa lahan basah baik yang bersifat alami atau

mendekati alami yang mewakili langka atau unit yang
sesuai den gan biogeografisnya;

b.mcndukung spesies rentan, langka, hampir langka, atau
ekologi komunitas yang terancam;

c. mendukung, keanekaragaman populasi satwa danlatau
flora di wilayah biogeografisnya; atau

d.merupakan tempat perlindungan bagi satwa danlatau flora
saat nrelewati masa kritis dalam hidupnya.

(3) Tanran buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6)
huruf c ditetapkan denga.n kriteria:
a. memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk

kegiatan berburu; de.n

b, terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan yang
memungkinkan perburuan secara teratur dan
berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek
rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.

(4) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana d;r-raksud
dalam Pasal 52 ayar (6) huruf d ditetapkan .iengan kriteria:
a. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang r-remungkinkan

kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
b.merniliki luas tcrtentu yang merrmngkinkan kelangsungan

proses per,umbuhan jenis plasma nutfah.
(5) Kawasan pengLngsian satwa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (6) huruf e ditetapkan dengan kriteria:

a. merupakan
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a. merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula
menghuni areal tersebut;

b.merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa; dan
c. memiliki luas tertentu yang memrrngkinkan ber.angsungnya

proses hidup .lan kehidupan serta berkembangbiaknya
satwa.

(6) Terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal s2 ayat
(6) huruf f ditetapkan dengan kriteria:
a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari

hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu
karang;

b.terdapat di sepanjang panlai dengan kedalaman paling
dalam 40 (empat puluh) meter; dan

c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40
(empat puluh) sampai clengan 75 (tujuh puluh lima) meter.

(7) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yztng
dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6)
huruf g ditetapkan dengan kriteria:
a. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik,

atau proses-proses penunjang kehidupan; dan

b.mendukung alur migrasi biota laut.

Pasal 6O

(1) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksucl
dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a, memiliki keragaman batuan dan ,-iapat berfungsi sebagai

laboratorium alam;

b.memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa
kehidupan di masa lampau (fosil);

c. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;

d.memiliki tipe geologi unik; atau

e. memiliki satu-satunya batuan danlatau jejak struktur
geologi masa lalu.

(2) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a.memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
b,memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, ieher

vulkanik, dan gumuk vulkanik;

c. memiliki
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c. memiliki bentang alam goa;

d.rnemiliki bentang alam ngararf lembah;
e. memiliki bentang alam kubah; atau
f. memiliki bentang alam karst.

(3) Kawasan keunikan proses geoiogi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (l) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
a. karvasan poton atau lumpur vulkanik;
b. kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau
c. kawasan dengan kemunculan solfatara, fumaroia, can/atau

gevser.

Pasal 61

(1) Kar.l'asan rawan letusan gunung berapi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) iruruf a ditetapkan dengan
kriteria:

a.wilayah di sekitar kawah atau kaldera; danf atau
b.wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran

lahar lontaran atau guguran batu puar dan/atau ariran gas
beracun.

(2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksul daram
Pasar 53 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan
yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi
dengan skala vll sa npai dengan xll Modified Mercaily
Interusity (MMI).

(3) Kawasan rawan gerakan'tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 aya.t (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria memiliki
tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.

(4) Kawasan ya.ng terletak dt zona patahan aktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan
kriteria sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus
lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.

(5) Kaw.rsan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam pasal
53 a1'at (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria pantai dengan
elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami
tsunami,

(6) Kaw.rsan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
53 ayat (2) huruf f ditetapkan dengr., kriteria pantai yang
berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.

(7) Kawasan
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(',') Kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan kriteria
rr,'ilayah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya
gas beracun.

Pasal 62

(1) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a. memil,ki jenis fisik batuan dengan kemampuan

meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai

Ianau;

c. memiliki l-ruhungan hidrogeologis yang menerus dengan
daerz.h lepasan; dan/atau

d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih
tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.

(2) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat

untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
b. wilayah dengan jarak paling sedikit 2oo (dua ratus) me,er

dari mata air.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya yang Me niliki Nilai Strategis Nasional

Paragraf 1

Ka'vasan Budi Daya

Pasal 63

Kawasan budi daya terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntul<an perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan
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f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan/atau
i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 2

Kriteria Kawasan Budi Daya

Pasal 64
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

a. kerwasan peruntukan hutan produksi terbatas;
b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
c. kawasan

drkonversi
peruntukan hutan produksi yang dapat

mampu
tampung

(2) Ka"l'asan peruntukan hutan procuirsi terbatas ditetapkan
dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis
tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 1zs [seiatr_rsdua puluh iima) sampai dengan rr4 (seratus tujuh puruh
empe.t).

(3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap drtetapkan
dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis
tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor pari.ig 6..o.
124 (seratus dua puluh empat).

(4) Kawasan perllntukan hutan produksi yang daoat dikonversi
ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan

intensitas hujan dengan jumlah 
=ko. 

- 
paling besar 124

(seratus dua puluh enpat; dan/atau
b. merupakan kawasan yang apabila dikonversi

mempertahankan daya dukung dan daya
lingkungar-r.

(5) Kriteria [eknis kawasan peruntukan hutan produksi terbatas,
kawasan peruntukan hutan produksi tetap, d.,n kawasan
peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan
oleh menteri yang tugas dan t-anggung jawabnya di bidang
kehutanan.

Pasal 65
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Pasal 65
(1) Kawasan peruntukan hutan ralryat ditetapkan dengan kriter.ia

kawasa, yang dapat diusahakan sebagai hutarr oleh orang
pada tanah yang dibebani hak milik

(2) Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan
oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
kehutanan.

Pasal 66
(1) Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai
kawasan pertanian;

b.ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;
c. mendukung ketahanan pangan nasional; oan/atau
d.dapat dikembangkan sesuai dengan tirrgkat ketersediaan

air.

(2) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian ditetapkan oleh
menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pertanian.

Pasal 67
(1) Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil
perikanan; dan/atau

b. ticiak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
(2) Kriteria teknis kawasan peruntukan perikanan ditetapkan

oleh menteri yang tugas dan '.anggung jawabnya di bihang
perikanan.

Pasal 68
(1) Kan,asan peruntukan pertambangan yang memiliki nrlai

strategis nasicnal terdiri atas pertambangan mineral dan
batubara, pertambangan minyak dan gas bumi,
pertambangan panas bumi, serta air tanah.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan
kriteria:

a. memiliki
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a. memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujucl
padat, cair, atau gas berdaszrrkan petaldata geologi;

b.merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk
pemusatan kegiatan pertambangan secara berketanjutan;
danlatau

c. merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan
el:onomi potensil menjadi kekuatan ekonomi riil.

(3) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan
oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pertambangan.

Pasal 69

(i) Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan krite ria:
a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan un.uk kegiatan

industri;

b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
danlatau

c. tidak mengubah lahan produktif.
(2) Kriteria teknrs kawasan peruntukan industri ditetapkan oleh

menteri yang t.ugas dan tanggung jawabnya di bidang
indr-rstri,

Pasal 70

(1) Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan knteria:
a.memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau
b.mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam

dan lingkungan.

(2) Kriteria teknis kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan
oleh menterr yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pariwisata.

(1 ) Kawasan
kriteria:

Pasal 71

peruntukan permukiman ditetapkan dengan

a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan
rawan bencana;

b.mcmiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar
kawasan; danlatau

c. memiliki
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c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan util,tas
pendukung.

(2) Kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman ditetapkan
oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
perumahan dan permukiman.

Paragraf 3

i)enetapan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 72

(1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
yang memiliki nilai strategis nasional ditetapkan sebagai
kawasan andalan.

(2) Nilai strategrs nasional meliputi kemampuan kawasan untuk
memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah cli
sekitarn',,a serta mendorong pemerataan perkembangan
wilal'2[.

Pasal 73

(1) I{au,asan andalan ter<'iri atas kawasan andalan darat dan
kawasan andalan laut.

(2) Kawasan andalan darat terdiri atas kawasan andalan
berkembang dan kawasan andalan prospektif berkembang.

(3) Kawasan andalan tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertturan
Pemerintah ini.

Pasal 74

(1) Kawasan andalan berkembang ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) kawasan perkotaan;

b.memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling
sedikit O,25o/o (nol koma dua lima persen);

c. rnemiliki jumlah pend rduk paling sedikit 3o/o (tiga persen)
dari jumlah penduduk provinsi;

d.memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut
dan/atau bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi,
dan air baku, serta fasilitas penunjang kegiatan ekor-lomi
kawasan; dan

e, memiliki
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e. memiliki sektor unggulan yang sudah
danlatau sudah ada minat investasi.

berkembang

(2) Kawasan andalan prospektif berkembang ditetapkan dengan
kriteria:

a. memilikr paling sedikit 1 (satu) kawasan perkotaan;
b.memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling

sedikit 0,05% (nol kona nol lima persen):

c. merniliki laju pertumbuhan ekonorni paling sedikit 4o/o
(empat persen) per tahun;

d.memiliki jumlah penduduk paling sedikit O,Syo (nol korna
lima persen) da.ri jumlah penduduk provinsi;

e. memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut,
dan prasarana lainnya yang belum memadai; dan

f. memiliki sektor unggulan yang potensial untuk
dikembangkan.

(3) Kawasan andalan laut ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki sumber daya kelautan;

b.mcmiliki pusat pengolahan hasil laut; dan

c. memiliki akses menuju pasar nasional atau internasional.

BAB V

PtrNETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu

Kriteria Karvasan Strategis Nasional

Pasal 75

Penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan
kepentingan:

a. pertahanan dan keamanan;

b. pertumbuhan ekonomi;

c. sosial dan budaya;

d. pendayagunaan sumber daya alam danlatau teknologr tinggr;
danlatau

e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 76
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Pasal 76

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan
dan keamanan ditetapkan dengan kriteria:

a. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan d.rn
pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;

b. diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer,
daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan
lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem
persenjataan, dan/atau kawasa.n industri sistem pertahanan;
atau

c. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau
kecil terluar ),ang berbatasan langsung dengan negara
tetangga danlatau laut lepas.

Pasal 77

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;

b. memiliki sektor unggulan yang dapat rnenggerakkan
pertumbuhan ekonomi na.sional;

c. memiliki potensi ekspor;

d. didukung jaringrn prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan
ekonomi;

e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi
tinggi;

f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan
nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
nasional;

g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber
energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional;
atau

h. diteta.pkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan
tertinggal.

Pasal 78

Karvasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan
budaya ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan tenrpat pelestarian dan pengembangan adat

istiadat atau budaya nasional;

b. merupakiln
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b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosiar dan budaya
serta jati dirr bangsa;

c. merupakan aset nasional al.au internasional yang harus
dilindungi dan dilestarikan;

d. merupakan ten,pat perlindungan peninggalan buclaya
nasional,

e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
atau

f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik srsial skala
nasional.

Pasa^l 79

Kawasan strategis nasionai dari sudut kepentingan
pendayagLlnaan sumber daya alam danlatau teknologi tinggi
ditetapkan dengan kriteria:
a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi surnber daya
alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta
tenaga atom dan nuklir;

b. memiliki sumber daya alam strategis nasional;
c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan

antariksa;

d. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir'
atau

e. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Pasal 80

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentlngan fungsi dan
daya dukung lingkungan h.dup ditetapkan Jengan kriteria:
a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang

ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna
yang hampir p,rnah atau diperkirakan akan punah yang
harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang
setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;

d. meml:erikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim
makro;

e.menuntut...
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e. menuntut p.ioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan
hidup;

f. rawan bencana alam nasional; atau
g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan

mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Bagian Kedua

Penetapan dan Rencana Pengembangan Kawas.ln Strategis Nasional

Pasal 81

Penetapan kawasan strategis nasional berdasarkan kepentingan
pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82

(1) Penetapan kar-,'asan strategis nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80, tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pemerintah dapat menetapkan kawasan stra.tegis nasional
selain yang tercantum dalam Lampiran X berdasarkan kriteria
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI

ARAHAN PEMANF'AATAN RUANG WILAYAH NASIONAL

Pasal 83

(1) Pemanfaatan ruang wilayah nasronal berpedoman pada
rencana strul<tur ruang dan pola ruang.

(2) Pemanfaatan ruang wilayah nasronal dilaksanakan melalui
pen),'Llsunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang
beserta perkiraan pendanaannya.

(3) Perkiraan pendanaan p.'ogram pemanfaatan ruang disusun
sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84
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Pasal 84

(1)Program perrr&Dfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (2) disusun berdasarkan indrkasi program
utama lima tahunan vang ditetapkan dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau
kerja sama pendanaan.

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perlrndang-undangan.

BAB VII

ARAI]AN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RU/.NG WILAYAH NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 85

(1)Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional
digurrakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang wilay2ft nasiona]

(2)Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;

b.arahan penzinan;

c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d.arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikersi Arahan Peraturar , Zonast Sistem Nasional

Pasal 66

( 1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistern
sebagarmana dimaksud dalam Fasal 85 ayat (2)
digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah
kabupaten I kota dalam men)rusun peraturan zorrasi.

nasional
huruf a

daerah

(2) Indikasi
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(2) Indikasi arahan peratr.ran zonasi sistem nasional meiiputi
indikasi arahan peratur.rn zonasi untuk struktur ruang dan
pola ruang, yang terdiri atas:

a. sistem perkotaan nasional;

b. sister-l jaringan transportasi nasional;
c. sistem jaringan energi nasional;

d. sistem jaringan telekomunikasi nasional;
e. sistem jaringan sumber daya air;

f. kawasan lindung nasional; dan

g. kavu,asar-r budi daya.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraluran Zonast untuk Struktur Ruang

Pasal 87

Indikasi arahan l)eraturan zonasi untuk sistem perkotaan
nasional dan jaringan prasarana nasional disusun dengan
memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringar prasarana nasional
untuk mendukung berfungsinya sistcm perkotaan nasional
dan jaringan prasarana nasional;

b. ketentuan pclarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan
gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan nasional
dan jaringan prasarana nasional; dan

c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak
mengganggu fungsi sistem perkotaan nasional dan jaringan
prasarana nasional.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 88

(1) Peraturan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan
a. pemanfeatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan

berskala internasional dan nasional yang didukung dengan
fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan
kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan

b. pengembangan
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b.perrgembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat
permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang
menengah hingga tinggi y2ng kecenderungan
pengembangan ruangnya ke arah vertikal,

(2) Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan
memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan
berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan
inrrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan
ekonomi yang dilayaninya; dan

b.pengembangau fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat
permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang
menengah yang kecenderungan pengembangan rrangnya ke
arah horizontal dikendalikan.

(3) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan
pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala
kabupatenf kota yang didukung dengan fasilitas dan
infrastr.rktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi
yang dilavaninya.

Pasal 89

Peraturan zonasi untuk PKSN disusun dengan memperhatikan

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang
berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan
pemasaran, serta ointu gerbang intcrnasional derrgan fasilitas
kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan

b. pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan
negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi
fisik lingkungan oan sosial budaya masyarakat.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi

untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 90

Peraturan zonasi untl. k jaringan jalan nasional disusun dengan
memperhatikan:

a. pemanfaatan
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a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan
tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang
kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi
lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan

c. penetapan garis sempadan bang,rnan di sisi jalan nasional
yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 9 1

Peraturan zorrasr untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan
memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api
dilak:kan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi
yang kecenderungan pengembangan rrangnya dibatasi;

b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur
kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan
keselamatan transpo;tasi perkeretaapian;

c. pembatasan pemanfaatan ruallg yang peka terhadap dampak
lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur
kere[a api;

d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan
jalur kereta api dan jalan; dan

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur
kereta api dengan menrperhatikan dampak lingkungan dan
kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 92

(1) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau,
dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:
a. keselamatan dan keamanan pelayaran;

b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara Lebas di
atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur
pelayaran sungai, danau, dan penyeberangar;

c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah pe-airan yang
berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai,
danau, dan penyeberangan; dan

d. pembatasan -lernanfaatan perairan yang berdampak pada
keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan
penyeberangan.

(2) Pemanfaaatan
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(2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai,
danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan
ruang untuk operasional dan pengembangi-rn kawasan
pelabuhan.

(3) Pemanfaatar. ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja
Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

(1) Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan
memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhatr operasional dan
pengembangan kawasan pelabuhan;

b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di
atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur
transportasi'aut; dan

c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Dael-ah
Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan rzin sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan
memperhatikan:

a. pcmanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur
pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ; dan

b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir da^r pulau-pulau
kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran
dilakukarr dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Pasal 94

(1) Peratutdrt zorfisi untuk bandar udara umum disusun dengan
memperhatikan:

a. peme.nfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar
udara;

b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan
kebutuhan pengembangan handar udara berdasarkan
ketentuan peraturan pJrundang-undangan; dan

c. batas-batas Kawasan Keselamatan operasi penerbangan
dan batas-batas kawasan kebis:ngan.

(2) Peraturan
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(2) Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan
disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan
ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak
men3ganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perllndang-perundangan,

Paragraf 4

Ir,dikasi Arahan Peraturan Zonasi

untuk Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 95

(1) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minvak dan gas bumi
disusun dengan memperhatikan pemanfaatarn ruang di
sekitar jaringan pipa miny.rk dan gas brrmi harus
memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan
kawasan di sckitarnya.

(2) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun
dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar
pembangkit listrit< harus memperhatikan jarak aman dari
kegiatan lain.

(3) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik
disus.rn dengan memperhatikan ketentuan pelarangan
pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai
dengan ketentuan peratrrran perundang-undangan.

?aragrat 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonast

untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 96

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun
dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan
stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang
memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas
kawasan di sekitarnya.

Paragraf 6 .
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Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 97

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada
vvilayah sungai disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai

dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi
lindung kawasan; dan

b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara
dan lintas provirsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang
pada wil,rvah sungai di negara/provinsi yang berbatasan.

Pasal 98

Peraturan zonasi untuk karvasan lindung dan kawasan budi
daya disusun dengan rnerrrperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian
tanpa mengubah bentang alam;

b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang ]arrg
membahayakar keselamatan umum;

c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang
telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan

d. p embatasan pemanfaatan ruang yang menurunl-an kualitas
fungsi lingkungan.

Paragraf 7

Indikasr Arahan Peraturan zonasi Kawasan Lindung Nasional

Pasal 99

(1) Perat-rran zonasi untuk kawasan hutan lindung iisusur-r
dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah
bentang alam;

b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi
mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
dan

c. pemanfaatan
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c' pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan b'udidaya
hanya cliizinkan bagi penduduk asli dengan ruasarr tetap,
tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah
pengawasan ketat.

(2) Peraturar. zonasi untuk kawasan berglmbut disusun dengan
memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah
bentang alam;

b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi
merubah tata air dan ekosistem unik; dan

c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan
bergambut melalui badan air.

(3) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan
memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi
daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi
dalam menahan limpasan air hujan:

b. penvediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan
terbangun yang sudah ada; dan

c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap
kegiatan budi daya terbangun yang diajukan rzinnya.

Pasal 100

(1) Peraturan zona:j untuk sempadan pantai disusun dengan
memperiiatikan:

a. pemanfaatan ruang r-,ntuk ruang terbuka hrjau;
b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan rrntuk

mencegah abrasi;

c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk
menunjang kegiatan rekreasi pantai;

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain
dimaksud pada huruf c; dan

e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat
menrlrunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

(2) Peraturan zonasi untuk sempadan sun3ai dan kawasan
sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

yang

b. ketentuan
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b. ketentuan pelarangan pendirian bangt nan kecuali
bangunan vang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air
dan I atau pemanfaatan air;

c, pendirian bangunan dibatasi hanya
fungsi taman rekreasi; dan

d. penetapan lebar sempadan sesuai
peraturan peru ndang-undangan.

.rntuk menunjang

dengar ketentuan

(3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun
dengan mernperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;

b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan
penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
dan

c. ketentuan pelarangan pendirian ban3unan permanen
selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 101

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, suaka alam
laut dan perairan lainnya disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk kegratan wisata alam;

b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;

c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi
p :raturan perundang-undangan;

d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi
daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah
benterng alam dan ekosistem.

(2) t)eraturan zonasi untuk suaka margasatwa, suaka
margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut disusun
dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan
wisata alam;

b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pacia
huruf a;

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan
dimaksud pada huruf c; dan

selain yang

menunJang

e. ketentuan .
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e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan
pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa
e ndemik k,rwasan.

(3) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau
disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan penelitian,
dan wisata alam;

b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan

c. ketentuan pelaran3an kegiatan yang dapat mengubah
mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

(4) Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional
laut disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah
bcntang alarn;

b, pemanfaatan ruang kawasan untuk l<egiatan budidaya
hanya diizinkan bagi penduduk asli di zcrra penyangga
dengan luasan tetarp, tidak mengurangi fu^rgsi lindung
karvasan, dan di bawah pengawasan ketat;

c. ketentuarr pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan

d. ketentuan pclarangan kegiatan budi daya yang berpotensi
mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona
penyangga.

(5) Peraturan zonasi untul; taman hutan raya disusun dengan
memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dar-r
wisata alam;

b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yirng dimaksud pada
huruf a;

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunja.ng
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang
dimaksud pada huruf c.

(6) Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata
alam laut disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang ur^tuk wisata alam tanpa mengubah

bcntang alarn;

b. keterrtuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pacla
l"uruf a;

c pendirian
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c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang
dimaksud pada huruf c.

(7) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan disusun dengan memperhatikan:

a. pernanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
dan

b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan
yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 102

(1) Peraturan zonasr untuk kawasan rawan tanah longsor dan
kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan
memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang dengan mcmper*imbangkan
karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman
penduduk; dan

c. pembatasan pentlirian bangunan kecuali untuk
kepentingan pemantauan ancaman bencana dan
kepentingan umum.

(2) Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksrrd
pada ayat (1), peraturan zonasi disusun dengan
memperhatikan:

a. penetapan batas dataran banjir;
b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan

pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
dan

c. ketentuar- pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan
permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 103

(1) Peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan
memnerhatikan:

a. pemanfaatan uirtuk pariwisata tanpa mengubah bentang
alam;

b. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam; dan

c. pengendalian
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c. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah
bentang alarn dan ekosistem.

(2) Peraturan zonasi untuk ramsar disusun dengan
memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan lind.rng.

(3) Peraturan zonasi untuk taman buru disusun dengan
memperhatikan:

a. pemanfaatan untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
b. penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk

perburuan;

c. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak
ditetapkan sebagai buruan; dan

d. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan
masyarakat di sekitarnya.

(^) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah
disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang
alam;

b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
c. pembatasan pemanfaatan sumber :1.,tya alam.

(5) Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun
dengan memperhatikan:

a. pr-manfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang
alam;

b. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan

c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.

(6) Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan
memperhatikan:

a. pemanfaatan untuk pariwisata bahari;

b. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan
pengambilan terumbu karang; dan

c. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada
huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air.

(7) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa
atau biota laut yang ditindungi disusun dengan
memperhatikan:

a. ketentuan pelarangan penangkapan biota
dilindungi peraturan perundang-undangan; dan

Iaut yang

b. pembatasan
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b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan
untuk mempertahankan makanan bagi biota yang
bermigrasi.

Pasal 104

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikarr batuan dan fosil
disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengunah bentang
alam;

b. ketentuarl pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan

c. kegiatan pe.rggalian dibatasi hanya untuk penelitian
arkeologi dan geologi.

(2) Peraturar-r zonasi untuk kawasan keunikan bentang aiam
disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi
peiindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau
bersifat irrdah untuk pengembangan ilmu pengeLahuan,
budaya, dan I atau pariwisata.

(3) Peraturan zonasi untuk kawasan keunil:an proses geologi
disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi
pelindungan kawasan yang memiki ciri langka berupa proses
geologi tertcntu untuk pengembangan ilmu pengetahuan
dan/atau pariwisata.

Pasal 105

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi
drsusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik
jenis, dan ancaman bencana;

b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman
pend'rdtrk; dan

c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 106

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun
dengan memp:rhatikan:
a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi

daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi
dalam menahan limpasan air hujan;

b. penyediaan .
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b, pen)/ediaar-r sumur resapan danlatau waduk pada lahan
terbangun yang sudah ada; dan

c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap
kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

(2) Peraturan zor.asi untuk kawasan sempadan mata air disusun
dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan

b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkzrn pencemaran
terhadap mata air.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasr Kawasan Budi Daya

Pasal 107

Peraturan zonasi untuk karvasan hutan produksi dan hutan
rakyat dtsusun dengan memperhatikan:

a. pembatasan pemanfaatan hasil hutar untuk menjaga
kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang
kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

c. ketentuan pelarangan pendiria.n bangunan selain yang
dimaksud pada huruf b.

Pasal 108

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun
dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan
kepadatan rendah; dan

b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi
daya non oertanian kecuali untuk pembangunan sistem
jaringan prasarana utama.

Pasal 109

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun
Cengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk permukiman
nelayan dengan kepadatan rendah;

petani danlatau

b. pemanfaatan
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b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau
kawasan sabuk hijau; dan

c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melehihi
potensi lestarj.

Pasal 1 10

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan
disusun dengan memperhatikan:

a. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu
fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-
trndangan;

b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan
keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan
antara risiko dan manfaat; dan

c. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan
kegiatar-r pertamLangan yang berpotensi menimbulkan bahava
dengan memp:rhatikan kepentingan daerah.

Pasal 1 1 1

Peratur an zonasi untuk k rwasan peruntukan industri disusun
dengan rnemperhatikan :

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai
dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber
daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
dan

b. pembatasan pembangunan perumahan baru ser<itar kawasrn
peruntukan industri.

Pasal 112

Per rturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun
dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai
daya dukung dan daya tampung lingkungan;

b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa
lampau;

c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang
kegiatan pariwisata; dan

d. keter,tuan pelarangan pendirian
dimaksud pada huruf c.

bangunan selairr yang

Pasal 1 13 .
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Pasal 1 13

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman
disusun dengan memperhatikan:

a. penetapan amplop bangunan;

b. penetapan tema arsitekt,rr bangunan;

c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan

d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang
diizinkan.

Bagian Kctiga

Arahan Perizinan

Pasal 1 14

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat
(2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang
dalam pemberian izin oemanfaatan ruang berdasarkan
rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemberian tzin pemanfaatan rual; dilakukan menurut
prosedur sesuai dengan ketentuan peraturarr perundang-
undangan.

(4) Pemberian rz\n pemanfaatan ruang yang berdampak besar
dan penting dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Arahan I rsentif dan Disinsentif

Pasal 1 15

(1) Arahan pemberian insentif dan disinsenti, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c merupakan acuan
bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan
disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan
rencana struktlrr ruang, rencana pola ruang, dan indike si
arahan peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan
Pemerintah ini.

(3) Disinsentif
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(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang
perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadae.nnya
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pemberian
pemanfaatan
Pemerint.ah
masyarakat.

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinse:rtif dilakukan oleh
instansi berwenang ses'rai dengan kewenanganny?..

Pasal 1 17

(1)lnsentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara
dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. urun saham;

c. pe mbangunan serta pengadaan infrastruktur; atau

d. penghargaan.

lain,

(2) Insentif kepada masyarakat diberikan, antarzr lain, dalam
bentuk:

a. keringanan pajak;

b. pemberian kompensasi;

c. imbalan;

d. sewa ruang;

e. u:un saham;

f. penyediaan infrastruktur;
g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
h. penghargaan.

Pasal 1 18

(1) Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara larn,
dalam bentuk:

a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
b. pengenaan,<ompensasi; dan I atau

Pasal 1 16

insentif dan pengenaan disinsentif dalam
ruang wilayah nasional dilakukar oleh

repada pemerintah daerah dan kepada

c. penalti
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c. pcnalti.
(2) Disinsentif dari Pemerintah kepada masyarakat dikenakan

antara lain, dalam bentuk:

a. pengenaan pajak yang tinggi;

b, pembe-tasan penyediaan infrastruktur;
c. pengenaan kompensasi; dan f atau
d. penalti.

Pasal 1 19

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan
menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemberian insentif dan pungenaan disinsentif dikoordinasikan
oleh Menteri.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 120

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2)
huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional;

b. pelanggarar-r ketentuan arahan peratuan zonasi sistem
nasional;

c. pemanfaatan ruang tanpa rzin pemanfaatan
diterbitkan berdasarkan RTRWN ;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan
ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;

e. pelanggaran ketentuar^ yang ditetapkan dalam persyaratan
tzin pemanfaatan ruang yang diierbitkan berdasarkan
RTRWN;

f. pemanfataau ruang yang menghalangi akses terhadap
kawasan yang oleh peraturan pe^rndang-undangan
dinyatakan sebagai milik umum; d,anlatau

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang
prosedur yang tidak benar.

diperoleh dengan

ruang yang

Pasal 12i
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Pasal 1,21

(1) Terhadap p:langgaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
120 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;

e. pencabutan rzin;

f. pembatalan tzin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; da:nlatau
i. denda administratif,

(21 Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
120 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umuml
d. penutupan lokasi;

e , pembongkaran bangunan;

f. pemulihan fungsi ruang; danlatau
g. denda administratif.

Pasal I22
Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 123

(1) Untuk operasionalisasi RTRWN, disusun rencana rinci tata
ruang yang meliputi:

a. ren lana .
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a. rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan

b. rencana tata ruang iiawasan strategis nasional.
(2) Rencana tata ruang pulau/kepulauan disusun urrtuk wilayah

Pulau Suma'-era, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau
Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan
Pulau Papua.

(3) Rencana tata ruang kawasan strategis nasional disusun
untuk setiap kawasan strategis nasional.

(4) Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tat-a ruang
kawa san strategis nasional ditetapkan dengan Peraturan
Presiden.

BAB IX

KETEN'IUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan penataan ruang nasional tetap berlaku
sepanjaag tidak bertentangar dan belum diganti berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

BAB X

KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 125

RTRWN ini berlaku selama 20 (duapuluh) tahun

Pasal 126

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rercana Tata Ruang
Wilayah Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Pemerintah ini mulai
diundangkan.

berlaku pada tanggal

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangian Peraturan Pemerintah ini dengan penerrpatannya
dalam Lembaran Negara.Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2OO8

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

I. UMUM

Sesuai clengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7
tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasic,nal (RTRWN)
merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
nasional; pemanfaatan ruang dan pengendarian pemanfaatan ..rrng .1i
wilayah nasional; mewujudkan keterpadua,l keterkaitan, tu,
keseimbangan perkembangan antarwi'ayah provinsi, serta keserasian
antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan
ruang kawasan strategis nasional; dan penataan rua:rg wilayah provinsi dan
kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWN disusun dengan memperhatikan dinanrika
pembangunan yang berkerrrberng, antara lain, tantangan globalisasi,
otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkem-bangan ?Duo.r&
Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur indonesia, kondisi fisik
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap
bencana, dampak pemanasan global, pengembargan potensi kelautan dan
pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganar, kawasan per batasan
negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.
untuk rnengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya
pembangunan n,rsional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang teuin baik agar
seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahka., 1..*u berhasil grlu
dan berdaya guna, Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk
mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan lan
keserasian pembangunan di segaia bidang pimbangrlnan, yang secara
spasial dirumuskan dalam RTRWN.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional,optimal, bertanggr.rngjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya
dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
memperkuat struktur ekononri yang memberikan efek pengganda iungmaksimum terhadap pengembangan industri pengolahr., a".r"i""sa dengantetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan 

- 
lingkun[an

hidup
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hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial
dalam pembangunan nasional yang merrcakup pemanfaatar sumbei daya
alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat cl.ilakukan
secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara,
tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu
kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh
pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melaiui
pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan
lingkungarr sosial. Untuk itu, perlyusunan RTRWN ini didasarkan pada
upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara
lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan
keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam
kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang
wilayah nasional, Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistem pusat
perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan
energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem
jaringan sumber daya air nasional. Pola ruang wilayah nasional mencakup
kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan
dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan
strategis nasional.

Selain rencana penge.nbangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWN ini
juga menetapkan kriteria penet-apan struktur ruang, pola ruang, kawasan
andalan dan kawasan strategis rasional; arahan pemanfaatan ruang yang
merupakan indikasi progr am utama jangka menengah lima tz.hunan; serta
arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan
peraturan zonasi, arahan perizinan, ara,tan insentif dan disinsentif, dan
arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan
strategis nasional sangat berka.itan erat dengan RTRWN karena merupakan
kewenangan Pemerintah dan perangkat untuk mengoperasionalkannya.
Oleh karena itu, penetapan Peraturan Pemerintah i"i mencakup pula
penetapan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (i) huruf d Undang-undang Nomor 26 Tahun 2oo7 ten"ang
Penataan Ruang.

II. PASAL, DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . .
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Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi masyarakat dapat
menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari
berbagar ancaman.

Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat
dapat mengartikulasikan nilai sosiar budaya dan fungsinya
dalam suasana yang tenang dan damai.
Yang drmaksud dengan "produktif' adalah proses produksi dan
distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan
nilai tambah ekonomi untr rk kesejahteraan masyarakat,
sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualicas
lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat
ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembr.rrgk.r,
orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumoei daya .1.*
tak terbarukan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara
termasuk ruang dj dalam bumi mengandung pengertian bahwa
rua^rg darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam tumi
dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Sumber daya alam yang dimaksud mencakup sumber daya alam
yang terdapat di ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di
dalam bumi. Upaya pemanfaatan sumber daya alam dimaksud
meliputi:

a. pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dengan tetap
memperhatikan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan
hidup;

b. pengarahan
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b. pengarahan lokasi investasi nasional dalam pengelolaan dan
pengembangan kawasan rindung, kawasan budi daya, dan
kawasa n strategis nasional;

c. pengelolaan tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya
alam lainnya; dan

d. penetapan kriteria pokok penentuan kawasan budi daya serta
kebij ak an pengelolaannya.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang termasuk dalam upaya mew,judkan pertahanan dan
keamanan negara )'z.ng dinamis serta lntegrasi nasional adalahmenumbuhkan kesadaran
perundang-undangan yang
keamanan.

untuk mematuhi peraturan
berkaitan dengan pertahanan

Pasal 3

Cukrrp jelas

Pasal 4

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a

Kebijakan dan strategi penataan nlang wilayah nasional ditetapkan
untuk mewujudkan tujuan nasional penataan iu..rg wilayah nasional.
Yang dimaksud cengan "kebijakan penataan ruang wilayah nasional,,
adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi g"-ri" besar dan dasar
dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di
dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.
Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah nasional,,
adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dapat
diwujudkan, antara lain dengan pengemb..rg.r, kawasan
agropolitan yang merupakan kawasan perde-saan dengan
dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa-desapusat pertumbuhan yang memiliki keurrggulan komparatifdan kt-rmpetitif dibanding dengan kawasan p..d."r".,
lainnya.

Huruf b. . .
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Huruf b

Yang d.imaksud dengan "mengendalikan perkembangan kota
pantai" adalah membatasi perkembangan kota [. arah
pantai.

Hrrruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pada wilal,ah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya
kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pular_, p1i,
dilakukan upaya peningkatan luas kawasan lindung hingga
mencapai tingkat paling sedikit 3oo/o (tiga puluh persen).
Pada wilayah pulau dengan luas kawasan lindung tetifr aaii
30% (tiga puluh persen), perlu dilakuka., upay, agar luas
kawasan lindung tersebut tidak berr<urang ..hi.,gg^ lrr..ry^
tetap di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau.
Pada kondisi ekosistem tertentu dimana keberlanjutan
lingkungan hidup mensyaratk.rn keberadaan kawasan
lindung lebih besar seperti pada pulau-pulau kecil, maka
dalam rencana tata ruang ditetapkan proporsi luas kaw.rsan
lindung sesuai dengan kondisi ekosistem iersebut.

Huruf c
Cukup -jelas.

Ayat (3)
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Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal B

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b

Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya
mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang
dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain,
sehingga dapat rr,ewujudkan sinergi dalam meningkatkan
kesej ahteraan m asyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya
dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana
pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam
pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku
kepentingan.

Airat (2)

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Cukup.lelas

Krwasan brrdi daya yang memiliki nilai strategis ilasronai
adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan
perekonomian yang memberikan konti-ibusi besar terhadap
perekonomian nasional danlatau menjadi tempat kegiatan
pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan
pertambangan dan pengolahan migas, radioaktif, atau logam
mulia.

Kegiatan budi daya unggulan merupakan kegiatan yang
menjadi penggerak utama perek:nomian kawasan dan
wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budi daya ungguran dapat
berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana
dan sarar)a pendukung seperti jaringan jalan, air bersih,
jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan d_ kawasan
sekitarnya.

Cukup jelas

Huruf d
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Ayat (3)

Huruf d
Strategi mengembangkan dan mempertahankan kawasan
budi daya pertanian dilaksanakan, antara lain, dengan
mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis di kawasan
yang menjadi sentra produksi pangan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan
di ALKI, ZEE Indonesia, danf atau landas kontinen
didasarkan pada hak berdaulat atas sumber daya alam yang
terkandung di dalamnya berdasa:-kan Konvensi perserikatan
Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Internasional. Hak
untuk memanfaatkan sumber daya alam di ALKI, ZEE
Indonesia, danf atau landas kontinen merupakan suatu hal
yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan
pembangrlnan, dari perencanaan hingga pengendalian
pemanfaatannya.

Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan" adalah
kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.
Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan" adalah
kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat,
energi, danlatau komponen lain yang masuk atau dimasukkan
ke dalamny-1.

Huruf a

Potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat
bencarra termasuk pula ancaman terhadap jiwa manusia.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan ruang secara vertikal"
adalah pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik di atas
pcrmukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas
geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis
daerah.

Yang climaksud .lengan "pemanfaatan ruang secara kompak"
adalah pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan
prasarana dan sal ana dengan kawasan permukiman, yang
bertujuan eintuk:

a. mewujudkan
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a. mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan; dan
b. memininralisasi pergerakan manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan
perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan
di sekitarnya dimaksudk rn untuk menjaga keseimbangan
pemban gunan perkotaan-p erdesaan.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Crrkup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "ramsar" adarah rahan basah
sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Ramsar, 2 Februari
l97l (Conuention on Wetlands of International Important
Espe cially as Waterfoutl H abitat) .

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (:l)

Cukup jelas

Ayat (a)



PRESIDEN
F?EPT..,BL[K INDONESIA

-9-
Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Upaya menciptakan iklim in'estasi yang kondusif dilakukan
antara lain dengan mengembangkan mekanisme insentif dan
menyederhanakan prosedur perizinan untuk meningkatkan
minat dan realisasi investasi.

Yang dimaksud dengan "kegiatan penunjang" adalah
kegiatan yang turut r-renunjang atau mendukung
terselenggaranya suatu kegiatan atau kegiatan utama yang
memanfaatkan sumber daya alam dan/atau teknologi
strategis.

Yang dimaksud dengan "kegiatan turunan" adalalr kegiatan
yang memanfaatkan hasil atau produk dari kegiatan utama
sebagai input prociuksinya.

Pasal 10 .
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Pasal 10

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 1 1

A1.at (1)

Yang dimaksud dengan "rerrcana struktur ruang" adarah
gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada
akhir tahun rencana, yang mencakup struktur nrang yang ada
dan yang akan dikembangkan.

Cukup jelas

Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan
besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional
yang meliprrti penetapan fungsi kcta dan hubungan hierarkisnya
berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi
perkemballgan di masa yang akan datang sehingga terwujud
pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisi.r, yirrg
persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan
yang ada.

Pengembangan pusat perkotaan nasional dilakukan secara
selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah
nasional sehingga membentuk satu sistem yang menunjang
pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan
dalam ruang r,.,ilayah nasional.
Pengembangan pusat perkotaan nasionar cliserasikan dengan
sistem jaringan tra,rsportasi, sistem jaringan prasarana dan
sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi
daya di wilayah sekitarnya, baik yang ada 

".krrurrg maupunyang direncanakan sehingga pengemb^.rg..r.rya dipat
meningkatiian kualitas pemanfratan ruang yang ada.
Dalam pusat perkotaan nasionar dikembangkan kawasan untr_rk
peningkatan kegratan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian
lingkungan hidup secara harnronis, serta jaringan prasarana dan
sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan danmenunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional.
sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi rlaya, baikdalam wilayahnya maupun wilayah sekitai-ry., pusat perkotaan
nasional me;npunyai fungsi:

a, ekcnomi .
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a. ekonomi, yaitu
barang;

sebagai p:rsat produksi dan pengolahan

b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan
keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan
distribusi barang, dan/atau seoagai pusat simpul
transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa
pelayanan pemerintah; dan

c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat
pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, d,anf atau
budaya.

Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat merrjangkau
seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di Kawasan
perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan
perkotaan dalam Peraturan Pemerintah ini perlu ditindaklanjuti
dengan pengembangan kawasan perdesaan. Iiawasan perdesaan,
juga ,nemiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan
perkembangan kegiatan budi daya meskipun dalam skala
kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

Kawasan perdesaan m lrupakan desa yang mempunyai porensi
cepat berke.nbang dan dapat meningkatkan perkembangan cesa
di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan rl.ang kawasan
perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai
kegiatan usaha danlatau kegiatan ekonomi, dan permukiman
masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupuir desa di
sekitarnya.

Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat
perkotaan nasional yang melayaninya sehingga secara
keseluruhan pusat perkotaan nasional saling terkait dan
berjenjang, serta salin3 sinergis dan saling menguatkan
perkembangan kota dan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan PKL oleh pemerintah provinsi harus didasarkan pada
kriteria yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini.
Konsultasi dengan Menteri dalam proses penetapan pKL oleh
pemerintah provinsi diperlukan karena penetapan tersebut
memiliki konsekuersi dalam pengembangan jaringan prasarana
yang menjaditugas dan tanggung jawab pemerintah. Adanya
kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah
dalam penetapan PKL al<an menjamin dukungan sistem jaringan
prasarana )'ang diker.tbangkan oleh pemerintah.

Pasal 12
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Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengirn "kawasan perbatasan negara', adalah
wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan de:nografis
berbatasan langsung dengan negara tetangga danlatau laut
lepas, Kawasan perbatasan rrefa.ro meliputi kawasan perbatasan
darat dan kan'asan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil
terluar,

Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan
pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan
masyarakat di kawasan perbatasan, .ermasuk pelayanan
kegiatan lintas batas antarnegara.

Pengembangan PKSN dilakukan dalam kerangka sistem pusat
perkotaan nasionai sehingga pusat perkotaan tersebut iapat
dilekati fungsi pelayanan, baik sebagai PKN, pKW, maupun pKL.
Fungsi pelayanan tersebut merupakan fungsi pelayanan yang
hendak dicapai dalam jangka rvaktu perencanaan.

Cukup jelas

Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani
beberapa provin;i, antara lain, meliputi pelabuhan
internasionalf nasional, bandar uclara pusat pLnyebaran
skala pelayanan p"imer/sekunder/tersier, stasiun skala
besar, dan terminal tipe A.

Ayat (2)
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Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Simpul transportasi yang melayani skara provinsi atau
beberapa kabupaten, antara lain, meliputi pelabuhan
regional, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan
tersier, stasiun skala menengah, dan terminal tipe B.

A1,at (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Simpul transportasi yarrg melayani skara kabupaten atau
beberapa kecamatan, antara lain, meriputi pelabuhan lokal,
bandar udara bukan pusat penyebaran, stasiun skala kecil,
dan terminal tip: C.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupal<an sistemyang memperiihatkan keterkaitan kebutuhan .lan pelayanan
transpcrtasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaln dalam
ruang wilayah nasional, serta keterkaitannya dengan jaringan
transportasi internasionar.
Pengembangan srstem jaringan transportasi nasionaldimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusatperkotaan nasional serta mewujudkan keselarasan dan
keterpaduan antara pusat perkotaan nasional dengan sektor
kegiatan ekonc-rmi masyarakat.

Pengembangan
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Pasal 18

Ayat (1)

Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang
dikembangkan untuk mendukung kebrjakln fengembr.,gr.wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Splsifikasi teknisjalan strategis nasional disesuaikin dengan tingkat kebutuhan
yang ada, sehingga tidak harus sama dengan sfesifikasi teknisjaringan jalan arteri primer atau kolektor primer.
vang dimaksud dengan 'Jara,r tor" adalah jalan umum yang
merupakan bagian sistem jai.ingan jalan d"r, sebagai jalan
nasional yang penggunanya diwajibkan rnembayar tol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pengembangan sistem jaringan transportasi nasronal dilakukan
secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udarayang menghubungkan antarpulau sert.l kawasan perkotaan
dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk
menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan
keamanan negara d.rlam rangka memantapk"., kedaulatan
wilayah nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tatanan kepelabuhanan,, adalah suatu
sistem kepelabuhanan nasiorral yang memuat hierarki, peran,
fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan
intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengin sektor lainnya.

Ayat (a)

Yang dimaksud dengar "tatanan kebandarudaraan,, adalah suatu
sistem kebandaruciaraan nasional yang memuat hierarki, peran,
fungsi, klasifikasi, jenis penyerenggaraan kegiatan, keterpaduan
intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengin sektor lainnya.
Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan,,
adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan
transportast udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu
moda transportasi dalam sistem transportasi nasional.
Ruang tra.rsportasi udara ditunjukkan oleh flight information
region.

Ayat (3)
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Ayat (3)

Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk
menghubungkan antaribukotu provinsi.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan 'Jalan bebas hambatan" adaiah jalan
u.mum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian .1alan
masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang
serta d;lengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 20

Cukup jclas

Pasal 21

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan pada ruas
jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, anlara lain,
meliputi jembatan atau terowongan yang merrghubungkan pulau
Jawa dan Pulau Sumate:'a, Pulau Jawa dan pulau Madura, pulau
Jawa dan Pulau Bali, serta Pulau Batam dan pulau Bintan.

Jembatan atau terowongan antarnegara dikembangkan untuk
mendukung kerja sama ekonomi antarnegara, misalnya antara
Indonesia dan Malavsia.

Pasal 22 . .
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Pasal 22

Ayat (1)

Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api
khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan
jaringarr jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta
kegiatan industri yang membutuhkan jaringan jalur kereta api
untuk pengangkutan hasil produksi (semen, gula, dan baja).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "a1ur pelayaran" adalah bagian dari
perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi
kedalarnan, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya
dianggap aman untuk dilayari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lintas penyeberangan sabuk utara merupakan lintas-lintas yang
berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti:
lintas penyeberangan iari sabang-Banda Aceh, Dumai-Batam-

Pontianak.
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Pontianak, Nunukan-Tarakan-Tolitoli, Bitung-Ternate-Patani-
Sorong, Manokwari- Biak-Jayapura.
Lintas penyeberangan sabuk tengah merupakan lintas-lintas
yang berfungsi menghubungkan jalur tengah wi.ayah Indonesia
seperti: lintas penyeberangan dari Palembang-Muntok, Pangkal
Pinang- Tanjung Pande.n, Manggar-Ketapang, Batulicin-Barru,
Balikpapan-Taipa, Bajoe-Kolaka, Kendari-Luwuk-Sanana-
Namlea-Ambon-Fakfak.
Lintas penyeberangan sabuk selatan merupakan lintas-iintas
yang berfungsi menghubungkan jalur selatan wilayah Indonesia
seperti: Bakauheni-Merak, Banyuwangi-Gilimanuk, Padangbai-
Lembar, Lombok-Alas, Sape-Labuhan Bajo-Waingapu-Kupang-
Ende - Larantuka- Kalabahi-llwaki- S aumlaki-Tual - D obo- Merauke.
Lintas penyeberangan sabuk utara, tengah, dan selatan
dihubungkan dengan lintas penyeberangan penghubung sabuk,
antara lain meliputi: Bojonegara-Pontianak melalui Pangkal
Pinarrg dan Tanjung Pandan, Surabaya-Banjarmasin, Selayar-
Muarapoko',, Gorontalo-Pagimana, Kolaka-Baubau-Kendari-
Luwuk-Gorontalo- Bitung-Tahuna-Melarrg,-ane, Saumlaki-
Ambon, Dobo-Tual-Ambon-Ternate-Daruba-Biak.
Lintas penyeberangan sabuk utara, tengah, dan selatan
mencakup pula linlas penveberangan antarnegara, antara lain,
meliputi B:lawan-Penang, Batam-Singapura, Nunukan-'l'awao
(Sabah), dan Tahuna-Davao.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Peiabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem
transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam
rangka menunjang pembangunan nasional.

Ayat (2)

Pengembangan pelabuhan internasional hub dirraksudkan,
antara lain, untuk membuka akses berbagai produk sektor
unggulan ke pasar internasional sehingga pengembangannya
harus mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia Pasifik yang
merupakan tujuan ekspor terbesar di dunia.

Bagi
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Bagi pelabuhan internasional yang telah memenuhi kriteria
pelabuhan internasional hub masih disebut sebagai kantlidat
peiabuhan internasional hub karena penetapann)'a memerlukan
pengakuan dari organisasi maritim internasional (asosiasi
perusairaan pelayaran sedurria/pasar global) serta rr-emenuhi
syarat standar keamanan (port security) dan standar efisiensi
@ort efficiency). Peluarrg untuk diakui sebagai pelabuhan
internasional hub ditentukan antara lain oleh kelengkapan
fasilitas penunjang, kr- alitas pelayanan, dan kemampuan untuk
mengantisipasi pertumbuhan permintaan pasar global, terutama
pasar Asia Pasifik.

Pengembangan pelabuhan internasional dimaksudkan, antara
lain, untuk membuk,l akses berbagai produk dari scktor
unggulan ke pasar internasional sehingga harrus
mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia pasifik yang
merupakan tujuan ekspor t:rbesar di dunia serta kawasan
Afrika, Australia, dan Timur Tengah.

Huruf a
Yang dimaksud dengan 'Jumlah besar" adalah pelabuhan
yang melayani angkutan peti kemas dengan jumlah:

1) 2.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan internasional
hub yang berperan sebagai pelabuhan induk dan
3.000.000 - 3.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan
internasional yang berperan sebagai pelabuhan alih muat
angllutan peti kemas; dan

2) 1.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan internasional
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas,

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27
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Pasal 27

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Ayat (1)

Kegiatan atau fungsr tertentu, antara rain, adalah fungsi
pertahanan keamanan, kegiatan perindustrian, pertambangan,
pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, atau bidang
lainnya, yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pokoknya
r.remerlukan fasilitas pelabuhan.

contohnya pangkalan angkatan laut untuk fungsi pertahanan
keamanan, pelabuhan perikanan untuk kegiatan perikanan,
pelabuhan mirryak dan gas bumi untuk k:giatan pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Jaringan transpor[asi laut berupa AIur Laut Kepulruan
Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan
sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Linta.s Alur Laut
Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan
yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesarirat udara
asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran
dan penerbangan damai dengan cara normal. penetapan
ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan
internasional dapat terselenggara secara menerus, cepat,
dan tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial
Indonesia.

ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas,
yakni samudera Hindia dan samudera pasifik, meliputi
ALKI I1-ang melintasi Laut cina Selatan-selat Karimata-Laut
Jawa-Selat Sunda, ALKI II yang merintasi Laut Sulawesi-
Selat Makasar-Larrt Flores-Selat Lombok, dan ALKI III yang
melintasi Samudera Pasifik-selat Maluku-Laut Seram-Laut
Banda. ALKI I memiliki cabang yang disebut ALKI I-A yang
me,intasi Selat Singapura-Laut Natuna. ALKI III memiliki

cabang
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cabang yang disebut ALKI III-A yang menghubungkan
Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia melintasi Laut
Maluku-Laut Seram-Laut Eanda-Selat ombai-Laut Sawu,
ALKI III-B yang menghubungkan Samudera pasifik dengan
Samudera Hindia melintasi Laut Maluku-Laut seram-Laut
Banda-Selat Leti, ALKI III-C yang menghubungkan
samudera Pasifik dengan Laut Arafura melintasi Laut
Maluku-Laut Seram-Laut Banda, ALKI III-D yang
menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia
melintasi Laut Maluku-Laut seram-Laut Banda-Selat
Ombai-Laut Sawu, dan ALKI III-E yang menghubungkan
Samudera ,lindia ke Laut Sulawesi melintasi Laut Sawu-
Selat Ombai-Laut Banda-Laut Seram-Laut Maluku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem
transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam
r angka menunjang pembangun-tn nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal32...
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Pasal 32

Ayat (1\

Pasal 33

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "ruang udara untuk penerbangan"
adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan
ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang
udara yang masih dimungkinkar digunakan sebagai p.'asarana
pesawat udara) ydfls, di dalamnya termasuk ruang lalu lintas
udara sesuai dengan definisi Air Trafftc Seruices (ATS) route
berdasarkan ICAO ANNEX 11.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan "ruang di sekitar bandar udara"
adalah:

(1) wilayah daratan danlatau perairan dan ruang udara di
sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan
operasi penerbangan dalam rangka menjamin
k:selamatan penerbangan sesuai dengan definrsi Obstacle
Free ZonelOFZ berdasarkan ICAO ANNEX 14;

(2) r,r,ilayah daraian dan/atau perairan yang dipergunakan
secara langsung untuk kegiatan bandar udara; dan

(3) u,ilayah daratan danlatau perairan yang termasuk dalam
batas-batas kar,vasan kebisingan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat /2)

Pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan adalah ruang terlarang, ruang terbatas, dan ruang
berbahaya yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34
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Pasal 34

Alzat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud clengan "kriteria teknis" adalah persyaratan
teknis untuk pembangunan fisik jaringan jalur kereta api sesuai
Cengan ketentuan peraturan keselamatan transportasi
perkeretaapian.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien,
pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang
memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan
penyeberangan yang singkat. Untuk menjamin
kelangsungan pelayanan angkutan penyeberangan, lokasi
yang ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan harus
memungkir-rkan penyelenggara angkutan penyeberangan
untuk mendapatkan keuntungan yang wajar. Oleh sebab
itu, faktor jarak dan besaran permintaan angkutan
penyeberangan harus dipertimbangkan secara bersamaan.

Huruf b

Cukup jr:las

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kriteria teknis" adalah persyaratan
teknis penyelenggaraan pelabuhan sungai, pelabuhan danau,
dan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan ketentuan
ke selamatan pelayaran.

Pasal 36

Ayat (1)

Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional pada
dasarnl'a memiliki persvaratan teknis yang sama. Perbedaa.r.rya

adalah
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adalah pada pelabunan internasional hub terdapat pengakuan
dari organisa.si maritim internasional. Dengan demikian, semua
pelabuhan internasional memiliki peluang untuk diakui sebagai
pelabuhan internasicnal .rub.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

C rkup jelas.

Ayat (a)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelayaran rakyat" adalah kegiatan
angkutan laut khusus untuk barang atau hewan
antarpelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal
layar dengarr kapasitas paling besar 100 m3 (seratus meter
kubik) atau kapal layar motor dengan kapasitas paling besar
850 ms (delapan ratus lima puluh meter kubik).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "krit:ria teknis" adalah persyaratan
teknis penyelenggaraan pelabuhan internasior:al hub, pelabuhan
internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan
pelabuhan lokal sesuai dengan ketentuan keselamatan
pelayaran.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) . .
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Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "kriteria teknis" adalah persyaratan
teknis peny:lenggaraan bandar tidara pusat penyebaran skala
pelayanan primer, bandar udara pusat penyebaran skala
pelayanan sekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala
pelayanan tersier sesuai dengan ketentuan keselamatan
penerbangan.

Pasal 38

Huruf a
Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa
transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan
untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi
ke kilang pengolaharr dan/atau penyimpanan, atau dari kilang
pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sehingga fasilitas
produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak
dan gas bumi termasuk juga dalam sistem jaringan energi
nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemLangkit tenaga listrik" adalah
fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan
memanfaatkan sumber en:rgi tak terbarukan, sumber energi
terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pembangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA), Pernbangkit Listril, Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit
Listrik Tenaga Gas (PLTG), Dembangkit Listrik Tenaga Panas B.rmi
(PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Lis-rik
Tenaga Nuklir (PLTN), Pernbangkit Listrik 'lenaga Surye. (PLTS), dan
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Pasal 41
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Pasal 41

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Pasal 46

Cukup jelas

Pasa| 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Jaringan tra esmisi tenaga hstrik yang menyalurkan tenaga listrik
untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi
nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangau tinggi,
ekstra tinggi, danlatau ultra tinggi.

Pengembangan sisu.em jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem
jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah
sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas
dan merata, Can terjangkau. Sistem jaringan teiekomunikasi tersebut
mencakup pula srstem jaringan telekomunikasi yang menggunakan
spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Huruf a

Jaringan terestrial, antara lain, meiiputi jaringan mikro digital,
fiber optic (serat optik), mikro analog, dan kabel laut.

Huruf b

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang
memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat(2)...
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perhimpunan Telekomunikasi
Internasional" adalah International Telecommunication Union
(rru).

Ayat (3)

Cukup je1as.

Pasal 48

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat (f-l)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 5i
Kawasan lindung

Ayat

Ayat

(1)

Cukup jelas.

(2)

Wilayah sungai lintas negara, iintas provinsi, dan strategis
nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya
menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.

(3)

Cekungan air tanah lintas negara dan lintas provinsi merupakan
cekungan air tanah yang pengelolaannya menjadi tugas dan
tanggung jawab Pemerintah.

(4)

Cukup jelas.

(s)

Pola pengelolaan sumrrer daya air mencakup konservasi dan
pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak
air.

dapat diterapkan untuk mengatasi
saat ini dan

dan
padamengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan

masa
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masa ),ang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan
wilayah yang a,da.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T)
yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanahan.

Pas:.I 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Yar^g termasltk ruang terbuka hrjau kota, antara lain,
meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur L rjau di
sepanjang jaringan jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Ramsar di Indonesia, antara lain, meliputi Taman Nasional
Berbak (Provinsi Jambi) dan Taman Nasional Danau
Sentarum (Provinsi Kalimantan Barat).

Huruf c
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Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup;elas

Huruf g

Cu'<up jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kau'asan rawan letusan gunung berapi mencakr-rp pula
kawasan rawar-r bencana a'iran lahar.

Huruf tr

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
C-rkup jelas.

Ayat (3)
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Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Jengan "kawasan imbuhan air tanah"
adalah wilayah resapan air yang mampu menambah air
tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bahan rombakan" adalah tanah berbutir
kasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (i)

Huruf a

Cukup jelas

Htrruf b ,
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Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

Huruf b
Yang Cimaksud dengan "komunitas alam" adalah kurnpulan
dari unsur-unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang,
dan bentang alarn.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

(2)

Cukup jelas.

(3)

Cukup jelas.

(4)

Cukup jelas.

(s)

Cukup jelas.

(6)

Cukup jelas.

(7)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas,

Pasal 63

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang
berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih
dimungkinkan kcberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam

kawasan
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kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri
dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan
peruntukan industri.

Peruntukan kawasan bucii daya dimaksudkan rrntuk memudahkan
pengelolaan t<egiatan termasuk dalam pcnyediaan prasarana dan
sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan
mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan bahu,a penyediaan prasarana dan sarana penunjang
kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya
memiliki besaran yang mernungkinkan tercapainya skala el<onomi
dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi
daya disesuaikan dengan kebr.lakan pembangunan yang ada.

Huruf a

Kau,asan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk
menyediakan komoditas h.rsil hutan untuk memenuhi
kebutuhan untuk keperlua,r industri, sekaligus untrrk
melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan
lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat
pengambilan hasil hutan yang ticiak terkendali.

Huruf b

Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkiLn untuk
memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat
berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola cleh
masyarakat.

Huruf c
Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkar-r untuk
mendukung ketahanan pangan nasional jug^ dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan
penyediaan lapangan kerja.

Huruf d
Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat,
ruang laut, dan di luar kawasa.r lindung.

Huruf e

Kawasan peruntukan pertambangan dimaks-rdkan untuk
mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung
secara efisien dan produktif tanpa rnenimbulkan dampak negatif
terhadap lingkungan.

I{uruf f
Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan
agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan

produktif
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produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat,
pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Huruf g

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang
didominasi oleh fur-rgsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian
areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di
mana terdapat konserrtrasi daya tarik dan fasilitas penunjang
pariwisata.

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang
berhubungan dengan '"visata, termasuk pengelolaan objek dan
daya tarik wisata yang mencakup:

1) obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,
yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan

2) obyek dan daya ',arik wisata hasil karya manusia yang
berwujuC museum, peninggalan purbakala, peninggalan
sejarah, seni budaya, wisata agro, wisatn tirta, wisata buru,
wisaia petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat
hiburan.

Huruf h

Kar,r,asan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan
prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang
memberike.n pelayaitan dan kesempatan kerja terbatas untuk
mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi
permukiman tersebut clapat berdaya guna dan berhasil guna.

Karn'asan peruntukan permukiman merupakan bagian darr
lingkungan hidup di luar ka'vasan lindung, baik yang berupa
Kawasan perkotaarl maupun perdesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau hunian clan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf i

Kawasan peruntukan lainnya mencakt,p kawasan tempat
beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan
keamanan.

Pasal 64

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara
tepat diharapkan akan rnendorong terwujudnya kawasan hutan
produksi yang dapat memberikan manfaat berikut:

a. meningkatkan
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a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas scktor .lan
sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

b. meningkatkan fungsi lindung;

c. menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan
kawasan budi daya;

d. menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
e. meningkatkan upala pelestarian kemampuan sumber daya

hutan;

f. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah
setempat;

g. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
h. meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat

daerah setempat;

i. meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan da:r industri
yang mengolahnya;

j. meningkatkan ekspor; atau

k. mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat
terutama di daerah setempat.

Huruf a
Yang Cimaksud dengan "ka\-,rasan hutan produksi terbatas,,
adalah karvasan hutan yang secara ruang digunakan untuk
budi daya hutan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan produksi tetap,,
ad llah kawasan hutan yang secara ruarrg digunakan untuk
budi de.ya hutan alam dan hutan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan hutan produksi yang
dapat dikonversi" adalah kawasan hutan yang secara ruang
dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan
transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian,
perkebunan, industri, dan lain-lain,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a) .
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Ayat (a)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dirnaksud dengan "orang" adalah crang perseorangan atau
korporasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan pertanian"
mencakup kawasan budi daya tanamzan pangan, hortikultura,
perkebunan, danf atau tanaman industri.
Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat
diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian
yang dapat memberikan manfaat berikut:
a. memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasionz-l;
b. meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan

baru untuk pertanian tarraman pangan (pa.li sawah, padi
gogo, palawija, kacang-kacangan, d.rn umbi-umbian),
perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan
investasi;

c. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan
sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

d. meningkatkan upaya oelestarian dan konservasi sumber daya
alam untuk pertanian serta fungsi lindung;

e. m:nciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan
pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;

f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek

kaitan;
h. mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke

non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;

i. melestarikan
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i. melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan
perdesaan; dan/atau

j. mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.
Ayat (2)

Cukup jelais.

Pasal 67

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat
diharapkan akan mendorong terwtrjudnya kawasan perikanan
yang dapat memberikarr manfaat berikut:
a. meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan

investasi;

b, meningkat<an perkembangan pembangunan 1intar sektor
dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

c. meningkatkan fungsi lindung;
d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya

alam;

e. meningkatkan pendapatan masyarakat;

f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. meningkatkan kesempatan kerja;

h. mening<atkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf "r

wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil
perikanan mencakup pula pelabuhan perikanan yang
pengembangannya dilakukan dengan mempertimbangkan
skala ekonomi wila'ah yang dilayaninya.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68
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Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertarrrbangan secara
tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan
pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat
berikut:

a. meningkatkan proouksi pertambangan dan mendayagunakan
investasi;

b. meningkatkan perkenrbangan pembangunan lintas sektor dan
sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

c. tidak mcngganggu fungsi lindrrng;

d. memperiratikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya
alam;

e. meningl<atkan pendapatan masyarakat;

f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

g. mencipt:Lkan kesempatan ker.la;

h. meningkatkan ekspor; danlatau
i. meningkatkan kesejahteraarl masyarakat.

A1'at (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayar (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat
diharapkan akan mendorong terwujudrrya kawasan peruntukan
industri yang diharapkan clapat memberikan manfaat sebagai
berikut:

a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan
daya guna investasi di daerah sekitarnya;

b. mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan
sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber

daya alam;

e. menirrgkatkan
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e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f' meningkatkan pendapatan nasionar dan daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ) ang berbudaya

industri dan berdaya sain3

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Tidak mengganggu kelestarian fungsi ringkungan hidup
dimaksudkan agar pengembangan kawasan p-eruntukan
industri memilki kemampuan untuk mempertahankan
pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan parir,,u,isata secara tepat
dihar apkan akan mendorong terwujr-rdnya kawasan pariwislta
yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan

investasi;

b. meninglratkan perkembangan pembangunan lintas sektor
dan subsektor serta kegiatan ekonomi ..t.,ilu..rry.;

c. tidak mcngganggu fungsi lindung;
d' tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber

daya alam;

e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pcndapatan nasional dan daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. melestarikz n nilai warisan budaya, adat istiaJat, kesenian

dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2) . .
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Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Pasal 72

Cukup jelas.

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secaratepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan
permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfa.at
sebagai berikut:
a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan

mendayagunakarr prasarana dan sarana permukiman;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan

sub sektor serta kegiatan ekonomi sekiiarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d' tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya

alam;

e. menrngkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. menyediakan kesempatan kerja; dan/atau
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf a
Kawasan rawan bencana meliputi bencana alam dan bencana
buatan manusia.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73
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Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Kawasan strategrs nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan
kr:amanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu
pengaturan yang khusus. Secara makro, pengaturannya diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2oo7 tentang Penataan Ruang. pengaturan lokasi yang spesifik
yang mempertimbangkan sifat sensitif diatur menurut peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pertahanan negara.
Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan
keamanan negara, antara lain meliputi kawasan pertihanan, sepe:ti:
kan'asan basis militer, kawasan latihan rrriliter, kawasan disposal
amunisi dan peralatan pertahanar, lainnya, arsenal (gudang amunisi),
karvasan uji coba sistem pertahanan, kawasan pengEmbangan energi
nuklir, kawasan perrgembangan uji coba nuklii, dan kawasan
perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 77

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Dukunqan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegi21s.
ekonomi m:ncakup infrastruktur yang sudah ada, 

-sedang 
drrlampembangunan, dan yang direncanakan, antara rain, berupajaringan jalan, pelabuhan laut, bandar udara, telekomunikali,

listrik, dan air bersih.

Huruf e
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Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Hurrrf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Huruf a
Cukup jelas.

Htrruf b

Sumber daya alam strategis nasional, antara lain, meliputi
pertambangan minyak dan gas bumi, p&n3c l,Llrrii, batubara, 6an
beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan sebagai
pencadangan negara sesuai dengan ketentuin peraturan
perundang-undangan.

Fturuf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 80

Huruf a
Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer,tarnan nasional, dan cagar alam yang telah me.rdapatkan
pengakuan internasional.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c



NRESIDE N
REPUBLIK INDONESIA

-4t-
Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adarah
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem
p€fenc?fla-erfl pembangunan nasional, keuangan negara, dan
perbendaharaan negara.

Pasal 84

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus
dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan
pola -uang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan
lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan,
maupun sesudahnva, yang tidak disebutkan dalarn peraturan
Pemerintah ini.

Ayat (2)
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Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan
untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada oi wilayah
kabupaten/ kota, yang terdiri atas:

a. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang
yang diperbolehkan pada suatu kavrasan;

b. arahan nlengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaalan ruang
yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;

c. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan penranfaatan ruang
yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu
kawasan; dan/atau

d. arahan mengenri tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan
ruang pada suatu kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan
nasional, antara lain, meliputi perdagangan, jasa, industri,
atau pariwisata.

Fasilitas .
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Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan,
kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan,
sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.
Infrastruktur perkotaan, antara lain, meliputi jaringan air
bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal lipe A,
stasiun kelas besar, jaringan pengendalian rimbah (padat,
cair, dan gas), tempat pembuangan sampah akhir (TpA),
rnstalasi pengolahan air limbah (lpAL), dan drainase.

Huruf b

Ayat (2\

H.rruf a

Ayat (3)

Huruf b

Cukup jelas

Pengembangan ruang ke arah vertikal harus
mempertimbangkan dimensi fisik dan nonfisik.
Drmensi iisik, antara Iain, meliputi karakteristik lahan,
topografi, dan daya dukung lahan.
Dimensi nonfisik, antara lain, rneliputi ekonomi, sosial, dan
budaya.

Untuk mew'ujudkan pusat permukiman dengan tingkat
intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang
kecenderungai-r peirgembangan ruangnya ke arah vertikal,
pengembangan permukiman di pKN dapat dilakukan dengan
berdasarkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap
bangun.

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi, antara lain,
meliputi pertanian/perkebunanf perikanan, perdagangan
dan jasa, pertambangan, atau industri.
Fasilitas perkotaan, antara lain, meriputi pendidikan,
kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan,
sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hrJau.

Infrastiuktur perkotaan, antara lain, meliputi jaringan air
bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe B,
stasiun kelas menengah, jaringan pengendalian limbah
(padat, cair, dan gas), tempat pembuangan sampah akhir
(TPA), instalasi pengolahan air limbah (lpAL), dan dr,rinase.

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupatenf kotu, antara
lain, meliputi pertanian, perika^ran, perdaga.rg"n dan jasa, atau
pertambangan.

Fasilitas .
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Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan,
ekonomi, keamanan, perbankan, peribaJatan, sosial budaya,
hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hrjau.
Infrastruktur perkotaan antara lain mehputi jaringan air bersih,
telekonrunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe c, stasiun kelas
kecil, tempat pembuangerl S"rlpah, dan drainase.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar
ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan
penyelenggara jalan, dan yang diperuntrrkkan bagi pandangan
bebas perrgemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta
manfaat jalan.

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jeias.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "Daerah Lingkungan Kerja
Pelabuhan (DLKR)" adalah wilayah perairin dan daratan
pada pelabuhan yang dipergunakan secara rangsung untuk
kegiatan pelabuhan.

Yar.g
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Yang dimaksud dengan "Daerah Lingkungan Kepentingan
Pelabuhan (DLKP)" adal,rh wilayah peraiLn cli sekeliiing
daerah lingkungan ker.1a perairan pelabuhan umum yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Huruf d
Cukup jelas,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Huruf a
Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di luar kawasan
permukiman adalah kegiatan pendidikan di alam terbuka.
Kegiatan penelitian dapat mencakup kesiatln eksplorasi yang
bertujrran memperoleh informasi mengenai kondisi glologi u.,tut
menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan energi dansumber daya rnineral, yang dilakukan secara terbatas tanpa
mengubah rungsi utama kawasan.

Huruf b
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Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Huruf c

A1,at (3)

Hurur a

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Gambur- memiliki stfat irreuersible (tidak dapat kembali ke
sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air)
sehingga kandungan airnya harus tetap dijaga. selain itu,
perubahan tata air di kawasan bergambut dapat
mengakibatkan tereksposnya pirit yang bersifat racun.
Ekosistem unik di kawasan bergambut antara larn
ekosistem air hitam.

Cukup jelas

Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangur. memiliki
kemampuan yang berbeda dalam menahan iimpasan air
hujan. sebagai c:ntoh, lapangan golf memiliki kemamDuan
yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat
memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Yang dimaksud dengan ,,zero d.elta a policyl, adalah
keharusan agar tiap bangunan tidak boleh *..rglkibatkan
bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau
sistem aliran sungai.

Pasal 100
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Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a
Termasuk dala.m pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah
pemanfaatan untuk rekreasi pantai.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas,

Ayat (2)

Huruf a
Termasuk dalam pemanfaatan untuk ruang terbuka hryau
adalah taman rekreasi.

Huruf b
Bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air
antara lain jaran rnspeksi dan bangunan pengendali banjir.
Bangunan yang dimaksudkan untuk pemanfari.. .r. antara
larn u'ater intake untuk produksi air bersih.

Huruf c

Pendirian bangunan dibatasi pada bangunan permanen.
Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Bangunan fasilitas.urnum rainnya yang dapat dibangun diruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabiladibangun di rokasi lain menjadi tidak beriung-si sepertijembatan penyeberangan yang merintasi taman ii medianjalan dan halte angkutan umr..r.

Huruf c
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Huruf c
Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "dataran banjir" adalah dataran di
sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan debit banjir
paling sedikit periode 50 (iima puluh) iahunin (eso tahuni.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Fasilitas umum penting lainnya, antara lain, meliputi rumah
sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan
pusat xegiatan ekonomi.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "perburuan secara terkendali,,
adalah perburuan yang diatur waktunya, jenis buruannya,
dan kuotanya.

Huruf b
Cukur jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
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Huruf d
Cukup jelas

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelar;.

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat/1)

Huruf a
Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terb,rngun memiliki
kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air
hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan
yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat
memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang cimaksud dengan "kebijakan prinsip zero delta e"adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh
mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran
drainasc atau sistem aliran sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal lO7 .
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Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan
transportasi, sistem jaringan energi, sistem jarin[an
telekomunlkasi, da, sistem jaringan sumber daya ,i. yang
dibangun untuk kepentingan umum.

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 1 1 1

Cukup jelas

Pasal 1 12

Cukup jelas

Pasal i 10

Huruf a
Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang raut yang
ditetapkan sebagai alur pelayaran, termasuk AIur Laut
Kepulauan Indonesia. oleh sebab itu, pengembangan kegiatan
pertambangan perlu diatur agar tidak mengg".rgg, kelaniaran
lalu lintas kapal.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 1 13
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Pasal 1 13

Huruf a

Amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis
sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai
bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian t angunan.

Huruf b

Penetapan arsitektur bangunan, antara lain, meliputi peryaratan
penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan,
keserasian, dan kcselarasan bangunan gedung dengan
lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara
nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai
perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Huruf c

Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan antara lain lahan
parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur
evakuasi bencana,

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 1 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelats,

Ayat (a)

Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat
diukur, antara lain dengan kriteria:
a. adanya perubahan bentang alam;

b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak
pemanfaatan ruang;

c. luas wilayah penyebaran dampak;

d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

e. ban,,aknya komponen lingkungan hidup dan iingkungan
buatan yang akan terkena dampak;

f. sifat kumulatif dampak; dan/atau

g. sifat
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g. sifat reuersible dan irreuersible dampak

Pasal I 15

Cukup jelas

Pasal 1 16

Cukup jelas

Pasal 1 17

Cukup jelas

Pasal 1 18

Cukup jelas

Pasal 1 19

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 722

Cukup jelas

Pasal 123

C,rkup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125
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Pasal 125

C-rkup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas
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